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ABSTRAK

Andi Asruni. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang
AkadMurabahah dalam Penerapan Hak Milik (Studi pada Bank Muamalat KCP
Parepare) (dibimbing oleh Zainal Said dan Damirah).

Bank Muamalat KCP Parepare merupakan salah satu bank syariah yang
kegiatan ~ operasionalnya  menerapkan  sistem  pembiayaan = murabahah.
Mengenai murabahah sendiri telah diatur jelas dalam fatwa DSN MUI No :04/DSN-
MUI/2000, tentang murabahah yang menyatakan bahwa “bank membeli barang yang
diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas
dari riba”. Sedangkan dalam praktiknya bank selaku penjual memberikan kebebasan
terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang
diinginkan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research) dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang
digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan hak milik dalam akad
murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare dimana objek murabahah tersebut
secara sah telah menjadi milik bank muamalat barulah kemudian diadakan akad
murabahah dengan pihak nasabah. Sehingga terjadilah pemindahan kepemilikan
objek murabahah yang sebelumnya milik bank kemudian menjadi milik nasabah. Hal
ini tentunya telah sesuai sebagaimana fatwa No0.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murabahah. Penerapan hak milik di Bank Muamalat KCP Parepare ini dapat
dikatakan sebagai Al-Milk at-tam (kepemilikan yang sempurna) karena setelah
pelaksanaan akad dan penandatangan kontrak maka objek pembiayaan murabahah
tersebut telah menjadi milik nasabah secara sah artinya terjadi pemindahan
kepemilikan sehingga seluruh hak dan pemanfaatan yang terkait dengan objek akad
tersebut sepenuhnya menjadi kuasa pihak nasabah.

Kata kunci: Analisis, Fatwa DSN-MU|I, Hak Milik, Murabahah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perhatian umat Islam terhadap ekonomi Islam yang pada dasawarsa terakhir
ini semakin tumbuh berkembang adalah salah satunya karena sistem ekonomi
konvensional dengan bank-bank berdasarkan bunga ternyata tidak dapat memenuhi
harapan. Bank-bank konvensional sebagaimana telah menyebar di seluruh negara-
negara Islam telah menjadi bahan perdebatan di antara para cendikiawan muslim,
khususnya mengenai hukum bunga apakah termasuk riba atau tidak." Pada
perkembangannya, lembaga-lembaga Islam internasional maupun nasional telah
memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama
dengan riba dan haram secara syariah.?

Langkah awal maka dimulailah eksperimen pendirian bank Islam seperti yang
terjadi di Pakistan dan Malaysia pada pertengahan 1940-an Rintisan bank syariah
lainnya adalah Mit Ghamr Local Saving Bank pada tahun 1963 di Mesir, dimana
setelah itu perkembangan bank-bank Islam mulai meningkat tajam, diantaranya
adalah Bank Sosial Nasser (1971), Bank Pembangunan Islam (1975), Bank Islam
Dubai (1975), Bank Islam Faisal Mesir (1977), dan Bank Islam Internasional

'Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi
Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 26.

%Sunarto Zulkifli, Panduan Transaksi Bank Syariah (Jakarta: Zikrul Hakil, 2003), h.5.



investasi dan pembangunan. Sekitar 24 bank Islam telah didirikan hampir di seluruh
negara muslim antara tahun 1981-1985.2

Kelahiran bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank pertama di
Indonesia yang berlandaskan pada prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya.
Tumbuh kembang bank syariah semakin marak manakala diterbitkannya UU No. 10
Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking sistem atau
bank konvensional dapat mendirikan divisi syariah. Undang-Undang Lembaga
keuangan syariah sekarang ini telah dikenal secara luas di Indonesia. Di antara
lembaga keuangan syariah itu antara lain adalah LKS, asuransi syariah, bank syariah
dil?

Perbankan syariah pada saat itu belum mendapat perhatian yang optimal dari
pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang
Perbankan Syariah yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional
perbankan syariah. Namun, setelah adanya undang-undang baru yaitu Undang-
Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka bank syariah telah
memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat
dioperasikan oleh bank syariah. Melihat perkembangan perbankan syariah yang
sangat progresif dan signifikan, maka perkembangan perbankan syariah di Indonesia
telah mengalami fase peningkatan yang begitu tajam setelah  diberlakukannya

undang-undang yang mengatur tentang perbankan yakni Undang-Undang No.10

®Abdullah Saeed, Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi
Kontemporer, h. 25.

*Zaim Saidi, Tidak Syar’inya Bank Syariah Di Indonesia Dan Jalan Keluarnya Menuju
Muamalat (Yogyakarta: Delokomotif, 2010), h. 31.



Tahun 1998 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah. Perkembangan perbankan syariah yang begitu cepat telah
memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat.’

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia tentunya menjadi hal yang patut
diapresiasi karena melihat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dengan
kehadiran berbagai ragam produk di perbankan syariah tersebut diharap dapat
mengakomodir kepentingan masyarakat (nasabah) yang menghendaki sistem
perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Karena sejauh ini masyarakat
Indonesia sudah mulai tertarik dengan kegiatan perbankan, finansial, komersial,
ataupun investasi yang sesuai dengan kaidah syariah.

Perbankan syariah menawarkan keunggulan serta karakteristik tertentu
dibandingkan perbankan konvensional. Unsur moralitas menjadi faktor penting dalam
seluruh kegiatan bank syariah, Hal ini bisa mendorong terciptanya etika usaha dan
integritas pemilik dan pengurus yang tinggi.® Perkembangan perbankan syariah ini
tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi
kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih
banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki
pengalaman akademis maupun praktis dalam Islamic Banking. Tentunya kondisi ini
cukup signifikan memengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah.
Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni

menghasilkan sumber insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah, karena

>Cecep Maskanul Hakim, Belajar Mudah Ekonomi Islam Catatan Kritis Terhadap Dinamika
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia (Banten : Shuhuf Media Insani, 2011), h. 71.

®Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan (Jakarta : PT.Raja Grafindo
Persada, 2008), h.130.



sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya
insani yang baik pula.’

Kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran
akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi
dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat.
Maka keberadaan perbankan syariah diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat
penentuan kebutuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.! Dilain pihak, beberapa
masyarakat harus menghadapi lintah darat atau rentenir. Maraknya rentenir di
tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada
masalah ekonomi yang tidak menentu. Besar pengaruh rentenir terhadap unsur-unsur
yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi, oleh
karena itu perbankan syariah diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam
memperbaiki kondisi ini.

Produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan
berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: (1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli,
(2) Pembiayaan dengan prinsip sewa, (3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, (4)
Pembiayaan dengan akad pelengkap. Murabahah (Fatwa DSN No.04/DSN-
MUI/1VV/2000) merupakan pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Menjual suatu
barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya
dengan harga yang lebih sebagai laba. Murabahah (al-bai bi tsaman ajil) adalah

transaksi jual beli barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak.’

"Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan, h.27.

®Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan llustrasi (Yogyakarta:
Ekonisia, 2013), h.108.

®Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 46.



Dari sekian produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah, Murabahah masih
mendominasi pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah. Murabahah adalah
akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin)
yang disepakati oleh penjual dan pembeli.*

Jumlah pembiayaan dengan skema murabahah di berbagai lembaga keuangan
syariah terus menunjukkan peningkatan pada tiap tahunnya, dan merupakan indikator
pembiayaan yang terbesar dibandingkan sumber pembiayaan lainnya seperti
musyarakah, mudharabah, piutang salam, piutang istishna dan pembiayaan lainnya.
Dominasi pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut
mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli,
dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada
pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan
keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih
mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini."!

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak
ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini
kemudian digunakan oleh lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah
dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan
tetapi validitas transaksi seperti ini tergantung beberapa syarat yang benar-benar

harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan, h. 113.

L ukmanul Hakim dan Amelia Anwar, ‘Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah
Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia’, Al-Urban: Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, 1.2 (2017),
h.214.



Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN/ No.04/DSN-
MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut ketentuan umum mengenai murabahah yang
terdapat dalam bank syari“ah. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna
melangsung kan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank
syari‘““ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual
suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.*

Praktik pembiayaan murabahah agar sesuai dengan syari“at Islam di dasarkan

pada Q.S. An-Nisa: 4/ 29.

1508 58 ml 5 G 153 6388 V) Jlallly 1815 280520 1RE Y 15kl ol 21
(Y9) s & S a0 el

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*®

Ibnu Katsir menafsiran ayat ini yakni Allah Swt. melarang hamba-hamba-
Nya yang mukmin memakan harta secara bathil dan cara-cara mencari keuntungan
yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan
itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum

syariat, tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan yaitu hanya suatu tipu

2 Alfiathan Adi Pratama, “Tinjauan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Produk Oto Ib
Hasanah (Studi Di Bank Bni Syariah Cilegon)” (Sikripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah:
Banten, 2020), h.4-5.

¥Quran.kemenag. https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29 (8 April 2021).
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muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan
oleh syariat Allah.*

Bank syariah yang kegiatan operasionalnya menerapkan sistem murabahah
adalah bank Muamalat KCP Parepare. Ada pun produknya berupa KPR Muamalat iB,
merupakan produk pembiayaan yang akan membantu anda untuk memiliki rumah
(readystock/bekas), apartemen, ruko, kios, maupun pengalihan take over KPR dari
bank lain, pembiayaan rumah indent, pembangunan dan renovasi. Produk kedua yaitu
Auto Muamalat yang merupakan produk pembiayaan yang akan membantu nasabah
untuk memiliki kendaraan bermotor. Dengan dikeluarkannya fatwa DSN-MUI
NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 yang mana dilatarbelakangi oleh banyaknya
masyarakat yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan prinsip
jual beli, hal ini tentunya menjadi solusi dalam rangka membantu masyarakat guna
melangsungkan dan meningkatkan kesejahtraan hidupnya.

Fenomena menarik kemudian muncul dalam permasalahan pembiayaan
Murabahah di perbankan syariah, dimana terdapat banyak bank syariah yang
melakukan transaksi Murabahah dengan menyerahkan uang kepada nasabah (bukan
barang). Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murbahah pada poin ke-4 mengatakan bahwa “bank membeli barang yang diperlukan
oleh pihak nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas
riba” namun, dalam prakteknya bank selaku penjual memberikan kebebasan kepada

nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkan, hal inilah

“Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, Cet | (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2004),
h.36.



yang menjadi satu alasan sehingga kerap kali masyarakat menganggap bank syariah
tidak ada bedanya dengan bank konvesional.

Hal tersebut juga terbukti ketika nasabah datang ke bank syariah, hal pertama
yang disodorkan kepada nasabah adalah brosur yang berisi limit pembiayaan atau
pokok pembiayaan berserta ketentuan-ketentuan atas angsuran yang akan dilakukan.
Brosur ini tentunya bukan berisikan tentang barang-barang atau kendaraan yang
diinginkan nasabah melainkan jumlah bayar angsuran beserta ketentuan-kententuan
lainnya. Sampai disini dapat disimpulkan bahwa objek utamanya adalah uang bukan
barang atau sejenisnya. Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI tentang murabahah
sangan jelas telah diataur terkait hal tersebut.

Akad murabahah merupakan akad dengan prinsip jual beli sehingga syarat-
syaratnya juga harus sesuai dengan jual beli dalam hukum Islam. Akad jual beli
dalam Islam dapat diartikan sebagai memindahkan milik (hak milik) dengan ganti
(mendapat bayaran) yang dapat diberikan (sah menurut hukum) dan salah satu rukun
dan syarat jual beli adalah adanya syarat yang mewajibkan benda harus berada di
tangan penjual.”® Dalam hukum Islam hak milik diartikan sebagai syar’i (hubungan
hukum) antara orang dengan satu benda yang menimbulkan akibat hukum dan bagi
orang itu berwenang serta berhak untuk menggunakan benda tersebut dan bagi yang
lain tertutup kewenangan itu. Dalam akad pembiayaan murabahah hak milik bank
atas barang didapat dari perikatan/kontrak yang menyebabkan terjadinya pemindahan

hak milik (jual beli).*

5Shobirin, ‘Jual Beli Dalam Pandangan Islam’, Bisnis: Bisnis dan Manajeman Islam, 3.2
(2015), h.254.

®Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Kepraktek (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001 ), h.101.



Kedudukan status kepemilikan barang maupun kendaraan dalam pembiayaan
atas dasar murabahah menjadi penting karena pada dasarnya akad murabahah
merupakan akad dengan prinsip jual beli, bank dapat membeli langsung kebutuhan
musytari (pembeli/nasabah) dari toko/supplier atau dapat melalui sistem pesanan
(murabahah dengan pesanan). Dalam tindakan hak milik apabila bank syariah tidak
memiliki barang yang akan dijual ke nasabah maka tidak akan terjadi pemindahan
hak milik, sehingga tidak dapat digolongkan dalam akad pembiayaan murabahah
karena akad pembiayaan murabahah adalah akad yang berdasar pada prinsip jual beli
ada unsur pemindahan kepemilikan didalamnya."’

Penulis menggunakan tinjauan fatwa DSN-MUI dikarenakan fatwa sendiri
dibuat juga sebelumnya telah meninjau dari persfektif hukum Islam dan kaidah Islam
yang ada sehingga terbentuklah fatwa, yang mana fatwa tersebut dijadikan pedoman
perbankan syariah dalam menjalakan opreasionalnya. Diangkat dari penjelasan di
atas, maka penulis tertarik meneliti masalah mengenai praktik murabahah di
perbankan syriah. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti “Analis Fatwa DSN-
MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah dalam Penerapan Hak
Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad Murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare?

Y Ani Yunita, ‘Problematika Status Kepemilikan Obyek Akad Pembiayaan Murabahah pada
Perbankan Syariah Di Indonesia’, Hukum Ekonomi Islam, 1.2 (2017), h.36.
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Bagaimana penerapan hak milik dalam akad Murabahah di Bank Muamalat KCP
Parepare sudah berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-
MUI/IVV/2000?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah: sebagai berikut:

1.

D.

Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan akad Murabahah di Bank
Muamalat KCP Parepare.

Untuk menganalisis apakah penerapan hak milik dalam akad Murabahah di Bank
Muamalat KCP Parepare sudah berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor
4/DSN-MUI/1V/2000.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi teoretis untuk

penelitian sejenis di masa mendatang sehingga dapat menghasilkan penelitian yang

lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini.

2.

Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu
perbankan syariah kedepannya.

b. Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan
masukan yang bermanfaat dan sekaligus memberikan sumbangsi bagi ilmu

pengetahuan.



BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penyusunan penelitian ini merupakan penelitian yang telah ada sebelumnya,
namun tetap memiliki fokus penelitian dan objek penelitian yang menjadi pembeda
dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, begitupun dengan metode
penelitian yang dilakukan. Artinya, bahwa penelitian yang mengungkapkan tema
yang diangkat oleh penulis sekarang bukanlah penelitian awal. Berikut beberapa
penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Harnia yang berjudul “Analisis
Penerapan Sistem Murabahah Pada pembiayaan Hunian Syariah Muamalat (Studi
pada Bank Muamalat Makassar)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan
(field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan
mengangkat data yang ada dilapangan. Dan hasil dari penelitian ini Penerapan Sistem
Murabahah dalam Pembiayaan Hunian Syariah sudah berdasarkan pada ketentuan
syariat Islam. Uang muka yang di ambil dari nasabah pada Pembiayaan Hunian
Syariah ini pun, dibolehkan menurut para ulama figih. Pengambilan uang muka ini
merupakan tanda jadi, keseriusan nasabah untuk melakukan pembelian dan sebagai
bentuk kehati-hatian bank Muamalat untuk meminimalisir risiko yang mungkin

timbul X8

®Harnia, “Analisis Penerapan Sistem Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah
Muamalat (Studi Pada Bank Muamalat Makassar )” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam:
Makassar, 2012).

11
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Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Wirda Yuli Firdaus yang berjudul
“Analisa Pembiayaan Murabahah Kepemilikan Mobil Pada Pt. Bank Bni Syariah
Kantor Cabang Medan”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau pada
objek penelitian dengan pendekatan kualitatif di PT. Bank BNI Syariah Kantor
Cabang Medan. Hasil dari pembahasan skripsi ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan
yang ditetapkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan dalam kegiatan
penyaluran pembiayaan kepada nasabah memiliki pelaksanaan yang berbeda dengan
Fatwa DSN MUI, ini terlihat dari pelaksanaan akad wakalah. Dimana seharusnya
dalam Fatwa DSN MUI harus menyelesaikan akad wakalah terlebih dahulu baru
selanjutnya pihak bank melakukan akad murabahah. Akan tetapi di PT. Bank BNI
Syariah Kantor Cabang Medan tidak akad terjadi secara bersamaan. Hal ini bisa
menyebabkan cacat janji yang dilakukan oleh nasabah kepada bank.*

Penelitian ketiga dilakukan oleh Alfiathan Adi Pratama yang berjudul
“Tinjauan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Produk Oto Ib Hasanah (Studi di
Bank BNI Syariah Cilegon)”. Penelitian ini merupakan penelitian didasarkan atas
fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi (field research) dan
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif
karena bermaksud untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep akad
pembiayaan murabahah dalam produk Oto IB Hasanah di BNI Syariah. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan mekanisme akad pembiayaan
murabahah terhadap produk Oto IB Hasanah pada bank BNI Syariah di Cilegon ada 3

tahap yaitu pertama tahap penelitian permohonan pembiayaan (pemeriksaan berkas

Wirda Yuli Firdaus, “Analisa Pembiayaan Murabahah Kepemilikan Mobil Pada Pt. Bank
Bni Syariah Kantor Cabang Medan” (Skripsi Sarjana; Program Studi DIl Perbankan Syariah: Medan,
2017).
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permohonan pembiayaan), kedua tahap perjanjian pembiayaan (penandatanganan
perjanjian), dan ketiga tahap realisasi pembiayaan (pencairan dana pembiayaan).?

Ketiga penelitian yang diuraikan penulis di atas, dapat dilihat letak perbedaan
dan persamaanya dengan penelitian yang dilakukan penulis sekarang. persamaanya
adalah sama-sama membahas tentang akad murabahah. Perbedaannya adalah pada
titik fokus penelitian, Fokus penelitian terdahulu yang pertama hanya membahas
terkait tentang pembiayaan murabahah kepemilikan kendaraan. Penelitian kedua,
hanya berfokus pada bagamaina tinjauan terhadapa akad murbahah pada salah satu
produk yg ada di bank BNI Syariah. Dan penelitian yang ketiga focus membahas
penerapan akad murabahah dalam pembiayaan hunian.

Persamaan penelitian yang sekarang ini dengan penelitian-penelitian diatas
adalah ketiga penelitian di atas juga menggunakan metode penelitian penelitian
lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis
dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Perbedaan dengan penelitian sekarang
ini yaitu penelitian ini adalah lokasi penelitian serta fokus penelitiannya dimana
penelitian ini berfokus pada bagaimana analisis penerapan hak milik dalam akad
murabahah di Bank Muamalat Kota Parepare apakah sudah sesuai dengan Fatwa

DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/1V/2000.

2Alfiathan Adi Pratama, “Tinjauan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Produk Oto Ib
Hasanah (Studi di Bank BNI Syariah Cilegon)” (Sikripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
2020).
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B. Tinjauan Teori

Untuk mendukung penyusunan dalam penulisan proposal ini, penulis
menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjaun teori yang
digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Teori Analisis

Menurut kamus Bahasa Indonesia pengertian analisis adalah penyelidikan
terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya
dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian
yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.?

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris “analysis” yang secara etimologis
berasal dari bahasa Yunani kuno “avéivoic” (dibaca Analusis). Kata Analusis terdiri
dari dua suku kata, yaitu “ana” yang artinya kembali, dan “luein” yang artinya
melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti
menguraikan kembali. Menurut asal katanya tersebut, analisis adalah proses memecah
topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk
mendapatkan pemahaman yang lebih baik.?

Soejadi menyatakan bahwa analisis sebagai rangkaian kegiatan pemikiran
yang logis, rasional, sistematis dan objektif dengan menerapkan metodologi atau
teknik ilmu pengetahuan, untuk melakukan pengkajian, penelaahan, penguraian,
perincian, pemecahan terhadap suatu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan

komponen yang utuh kedalam sub komponen—sub komponen yang lebih kecil.

“'Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2013), h. 32.

2Dinul Fitrah Mubarag, Analisis Teks Media Sebuah Pengantar Riset Jurnalistik (Parepare:
IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 47.
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The Liang Gie menyatakan bahwa analisis sebagai berikut: Analisis adalah
segenap rangkaian perubahan pikiran yang menelaah sesuatu secara mendalam
terutama mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri- ciri
masing—masing bagian, hubungannya satu sama lain dan peranannya dalam
keseluruhan yang bulat itu. Di bidang Administrasi analisis yang dilakukan itu
tergolong dalam pengertian logical analysis (analisis dengan pikiran menurut logika)
untuk dibedakan dengan analisis dalam ilmu alam atau kimia (physycal atau chemical
analysis).

Selanjutnya menyatakan bahwa analisis sebagai berkut : Analisis adalah
kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, sehingga
dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi
masing-masing dalam suatu keseluruhan. Dari pengertian di atas, maka analisis
menyangkut beberapa unsur pokok antara lain sebagai berikut:

a. Analisis merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang didasari
pikiran yang logis mengenai suatu hal yang ingin diketahui.

b. Mempelajari bagian pembagian secara rinci dan cermat sehingga apa yang ingin
diketahui menjadi gambaran yang utuh dan jelas.

c. Ada tujuan yang ingin dicapai yaitu pemahaman yang tepat terhadap sebuah
objek kajian.

Jadi secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari
serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk
dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu

ditafsirkan maknanya.
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2. Konsep Penerapan
Menurut kamus Bahasa Indonesia pengertian penerapan adalah perbuatan
menerapkan.? Pengertian Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad

Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun Lukman Ali menyatakan bahwa

penerapan adalah mempraktikkan, memasangkan. Berdasarkan pengertian tersebut

dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik
secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah
dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

a. Adanya program yang dilaksanakan.

b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan
akan menerima manfaat dari program tersebut.

c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab
dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan
tersebut.

3. Konsep Hak Milik

a. Pengertian Hak Milik

Istilah milik berasal dari bahasa Arab yaitu Milk. Dalam Al-Munjid
dikemukakan bahwa kata-kata yang bersamaan artinya adalah milk (yang berakar dari
kata kerja malaka) adalah malkan, milkan, malakatan, mamlakatan, mamlikatan, dan
mamlukatan. Milik dalam lughah (arti bahasa) dapat diartikan memiliki sesuatu dan
sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Menurut istilah, milik dapat

didefinisikan, “Suatu ikhtisas yang menghalangi yang lain, menurut syariat, yang

“Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2013), h. 1598.
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membenarkan pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang miliknya
sekehendaknya, kecuali ada penghalang.*

Definisi di atas maksudnya adalah sesuatu yang mecengah orang yang bukan
pemilik suatu barang atau mempergunakan/memanfaatkan dan bertindak tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya. Sebaliknya, pengertian penghalang
adalah suatu ketentuan ketentuan yang mencengah pemilik untuk bertindak terhadap
harta miliknya.?

b. Sifat Hak Milik

Pemilikan pribadi dalam pandangan Islam tidaklah bersifat mutlak/absolute
(bebas tanpa kendali dan batas). Sebab di dalam berbagai ketentuan hukum dijumpai
beberapa batasan dan kendali yang tidak boleh dikesampingkan oleh seorang muslim
dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya. Untuk itu, dapat
disebutkan prinip-prinsip dasarnya sebagai berikut:*

1) Pada hakikatnya individu hanyalah wakil masyarakat

Prinsip ini menekankan, sesungguhnya individu/pribadi hanya merupakan
wakil masyarakat yang diserahi amanah. Amanah untuk mengurus dan memegang
harta benda. Pemilikan atas harta tersebut hanya bersifat sebagai “uvang belanja”.
Dalam hal ini, ia mempunyai sifat hak pemilikan yang lebih besar dibandingkan
anggota masyarakat lainnya. Sesunguhnya, keseluruhan harta benda tersebut secara

umum adalah hak milik masyarakat. Masyakat diserahkan tugas oleh Allah Swit.

*syhrawardi dkk, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), h.6.
Zsuhrawardi dkk, Hukum Ekonomi Islam, h.6.

2guhrawardi dkk, Hukum Ekonomi Islam, h.7.
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untuk mengurus harta tersebut. Pemilik mutlak dari harta benda tersebut adalah Allah
Swt.”’

Akhirnya, dapat dinyatakan pemilikan pribadi atas suatu harta benda didalam
pandangan Islam sebenarnya bersifat “pemilikan hak pembelanjaan dan
pemanfaatan” belaka. Dengan demikian, apapun bentuk kepemilikan pribadi (yang
diperoleh berdasarkan usaha-usaha untuk tidak menyimpang dari syariat Islam) akan
didapati hak masyarakat. Dalam istilah sehari-hari bahwa hak (pemilikan) pribadi
mempunyai dimensi fungsi social.

2) Harta benda tidak boleh hanya berada ditangan pribadi (sekelompok) anggota
masyarakat

Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan kestabillan dalam
masyarakat. Sekiranya harta benda itu hanya berada ditangan pribadi (monopoli
kelompok) tertentu, anugerah Allah Swt. tersebut hanya berada ditangan seglintir
orang. Ketidakbolehan penumpukan harta ini didasarkan ketentuan supaya harta itu
jangan hanya beredar dimasa orang-orang kaya saja diantara kamu. Dalam konteks
kekinian, hal tersebut dapat diambil ilustrasi bahwa sikap oligopoli, monopoli, kartel
dan yang sejanisnya dengannya merupakan sikap mental pengingkaran nurani
kemanusiaan dan jelas-jelas menyimpang dari ajaran Islam.”

c. Rukun Hak
Para ulama fikih mengemukakan bahwa rukun hak itu dibagi menjadi dua,

yaitu pemilik hak (orang yang berhak) dan objek hak, baik sesuatu yang bersifat

T Ascary, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012) , h.72.

2gyhrawardika K.Lubid dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika,
2014), h. 15.
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materi maupun utang. Yang menjadi pemilik hak, dalam pandangan syariat Islam
adalah Allah Swt. baik yang menyangkut hak-hak keagamaan, hak-hak pribadi, atau
hak-hak secara hukum, seperti perserikatan, yayasan yang didalam istilah fikih
disebut dengan Asy-syakhshiyyah al-I’tibariyayyah. Seorang manusia, menurut
ketetapan syara’, telah dimiliki hak-hak pribadi sejak ia masih janin dan hak-hak
pribadi yang diberikan Allah Swt. ini akan habis dengan wafatnya pemilik hak.”
4. Konsep Murabahah
a. Pengetian Murabahah

Murabahah berasal dari kata bahasa Arab al -ribh (keuntungan), secara bahasa
memiliki arti saling memberi keuntungan.®*® Berdasarkan pengertian tersebut maka
murabrahah berarti saling memberi keuntungan antara pihak ba’i dan musytari atas
dasar kesepakatan kedua belah pihak. Murabahah adalah penjualan dengan harga
pembelian barang berikut untung yang diketahui.** Dalam pengertian lain murarahah
adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan
(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.**

Menurut Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 “Bahwa dalam rangka
membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan
berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas Murabahah bagi yang

memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya

#syhrawardika K.Lubid dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, h. 14.
*Atang Abdul Hakim, Figh Perbankan Syariah (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 225.
*'sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), h. 82

%2 Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan , h. 113.
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kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.*
Menurut PSAK 102 (paragraf 5) adalah menjual barang dengan harga jual sebesar
harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus
mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.**

Heri Sudarsono menyatakan bahwa murabahah adalah jual beli pada harga
asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.
Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli,
kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian
murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya
dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnyan kepada
nasabahnya dengan harga yang ditambahkan keuntungan atau di mark-up. Dengan
kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit
(penjualan ditambah keuntungan).*® Sedangkan Muhamad Syafi’i Antonio
menyatakan bahwa murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati disini penjual harus memberi tahu harga
produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai

tambahannya.*

%3 Andri Soemitro, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan dan
Bisnis Kontemporer (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 83.

%*Muhammad Yusuf, ‘Analisis Penerapana Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan
dan Tanpa Pesanana Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102°, Binus Business Review, 14. 1, (2013), h.19.

%Dhody Ananta, Rivandi Widjaatmadja dan Cucu Solihah, Akad Pembiayaan Murabahah di
Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik (Malang: Intelegnsia Media, 2019) , h. 95.

**Muhamad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik , h.101.
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Veithzal Riva’i dan Andria Permata menyatakan bahwa murabahah adalah
akad jual-beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan
pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga
perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.*’

Menurut figih adalah akad jual beli atas barang yang yang diperjualbelikan,
termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atasnya
laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.®® Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk
lumpsum atau presentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan
secara spot (tunai) atau bisa bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati
bersama.*®

Pengertian tentang Murabahah di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa
Murabahah adalah suatu akad jual beli barang dengan menyebutkan harga pokok, dan
di tambah keuntungan yang tentunya telah disepakati antara pihak bank nasabah,
beserta cara pembayaran. Murabahah yang digunakan oleh bank syariah hendaknya
mengambil dua hal penting yang harus diberitahukan kepada nasabah, yaitu pertama,
harga beli barang dan biaya yang lainnya kedua, kesepakatan atas keuntungan.

b. Dasar Hukum
Murabahah merupakan transaksi jual beli yang dibolehkan oleh syariat,

mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat, tabi’in dan para imam mazhab, juga

*"Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
h. 66.

*®prihantono, ‘Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di Lemabaga
Keuangan Syariah’, Al-Maslahah 14.2, (2018), h. 220.

*Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofinawati, Audit bank Syariah (Jakarta:
Kencana, 2020), h. 110.
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membolehkan jual beli jenis ini. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara
sesama manusia mempunyai landasan hukum yang sangat kuat dalam Islam. Dalil-
dalil yang membolehkan jual beli murabahah adalah sebagai berikut:
1. Al-Qur’an

Al-Qur’an memang tidak pernah secara rinci menyinggung masalah
murabahah, namun demikian, dalil diperbolehkannya jual beli murabahah dapat
dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannnya jual beli. Murabahah jelas-jelas
bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan berdasarkan ayat-ayat
jual beli:
a) Q.S Al-Bagarah: 1/275.

bl asa aalledl sl

Terjemahan:
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

b) Q.S Al-Nisa: 4/ 29.
T3 V5 8 ml 5 o 5 (0588 ol V) Jlaally K55 11 TERE Y Tk 0l G
(@) %

Lan 5 2 R AT () a8l

Terjemahan:
Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.*

Berdasarkan ayat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli murabahah
diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman: “Allah telah

menghalalakan jual beli dan mengharamkan riba”. Allah tidak berfirman * Allah

**Quran.kemenag. https:/quran.kemenag.go.id/sura/4/29 (8 April 2021).

*Quran.kemenag. https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29 (8 April 2021).
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telah meghalalkan jual beli salam, khiyar, Murabahah”. Namun berfirman secara
umum yaitu menghalalkan jual beli. Kemudian ketika mengharamkan, Allah secara
khusus menyebut riba. Hal ini menujukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih
banyak daripada jual beli yang diharamkan.*
2. Al-Sunnah

Hadis riwayat oleh lIbnu Majah sebagai berikut:

L.)‘G-.)é Q)S;JE elu}‘\.)hcm\ym‘;\.\n 2)/\:‘3’9 iC\ﬂ @:ajt;;é_iu Z}’C‘

gl ox Al ) Jagis 5 A iall s ) fxadhaS

Al-Hadis:
Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di
dalamnya terdapat keberkahan: jual Dbeli secara tangguh, mugaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah,
bukan untuk dijual”. (H.R. Ibnu majah dengan sanad dhaif).

Hadis di atas tergolong hadis yang sanadnya lemah, walau demikian dapat
diambil faedah, dimana nabi mengutarakan adanya suatu keberkahan dalam 3 hal,
salah satunya adalah menjual dengan tempo pembayaran, yang dimaksud dengan
tempo pembayaran adalah model pembayaran yang dilakukan secara angsur dan sama
dengan murabahah karena didalamnya unsur saling berbaik hati, saling
mempermudah urusan dan memberikan pertolongan kepada yang berhutang dengan

cara penundaan pembayaran.

*Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h.
69.
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3. Landasan Ijma’

Transaksi jual beli yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat,
sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, bermanfaat bagi orang orang yang
memiliki pengalaman terhadap kebutuhan dan barang barang, juga bagi orang yang
tidak memiliki pengalaman dalam masalah jual beli.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa
manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.
Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkannya itu harus
diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan
pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.*
Hampir dapat dipastikan bahwa tidak seorang ahli fikih pun yang menentang
dibenarkannya praktik jual beli. Hanya saja mereka berselisih dalam hal hal tertentu,
termasuk syarat-syarat jual beli, sifat jual beli itu sendiri dan lain-lain yang berkenaan
dengan jual beli. Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena bukan hanya dalam masalah
jual beli saja mereka berbeda pendapat, bahkan hampir dalam semua permasalahan
hukum Islam perbedaan pendapat tersebut selalu ada.

c. Syarat dan Rukun Murabahah

Menurut para jumhur ulama, sebetulnya syarat dan rukun yang terdapat pada
bai’ Murabahah itu sama dengan Syarat dan rukun yang terdapat pada jual beli, dan
hal ini identik dengan rukun syarat dan rukun yang harus ada dalam akad.** Syarat

dari jual beli Murabahah yaitu:

“3Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam’, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 3, no. 2,
2015), h. 244.

*Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
h.111.



1)

2)

3)

25

Mengucapkan ijab Kabul. Dalam mengucapkan ijab (penawaran) dan kabul
(permintaan) haruslah didasari dengan kesepakatan. Karena perjanjian lahir dari
adanya kata sepakat. Syarat dari mengucapkan ijab kabul ini ialah:*

a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa akad tersebut
dilakukan.

b) Antara ijab dan kabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun
harga yang disepakati.

c) Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 12
bulan setalah itu jadi milik saya kembali.

Adanya para pihak yang berakad Para pihak yang berakad terdiri dari pihak

penjual dan pembeli. Di mana para pihak ini harus memenuhi syarat dari jual beli

yaitu:*

a) Cakap hukum, di mana pihak yang melakukan transaksi jual beli haruslah
cakap menurut hukum, yaitu telah berusia 21 tahun atau telah menikah
walaupun belum berusia 21 tahun.

b) Sukarela (ridha), para pihak yang melakukan transaksi jual beli haruslah atas
kehendaknya sendiri atau bukan karena paksaan dari siapapun.

Objek yang di perjualbelikan Benda-Benda yang dapat dijadikan objek jual beli

haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:*’

*Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah

(Yogyakarta;Ull Press, 2012), h. 59-60.

**Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah

(Yogyakarta;Ull Press, 2012), h. 61.

*"Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta;

Citra Media, 2006), h. 34-36.



26

a) Bersih barangnya, di mana barang yang dijual harus bersih atau tidak
mengandung unsur najis dan barang-barang yang nyata diharamkan oleh
agama.

b) Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjualbelikan harus memiliki
manfaat sehingga pihak yang membeli merasa tidak dirugikan.

c) Milik orang yang melakukan akad, yaitu barang yang dijual haruslah milik
sendiri atau milik dari pihak penjual.

d) Mampu menyerahkannya, yaitu barang sudah harus ada dan diketahui wujud
dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah
ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli
dengan sistem pemesanan).

e) Mengetahui, yaitu barang yang menjadi objek jual beli harus secara jelas
diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya.

f) Barang yang diakadkan ada di tangan, yaitu perjanjian yang menjadi objek
perjanjian jual beli harus benar-benar berada dibawah kekuasaan pihak
penjual
Syarat dan rukun pembiayaan murabahah menurut Veithzal Riva’i dan Andria

Permata Veithzal rukun dan syarat adalah:
1) Syarat pembiayaan Murabahah.

a) Syarat yang berakad (ba’i dan musytari) cakap hukum dan tidak dalam
keadaan terpaksa.

b) Barang yang diperjualbelikan (mabi’) tidak termasuk barang yang haram dan
jenis maupun jumlahnya harus jelas.

c) Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan



27

komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
d) Pernyataan serah terima (ijab gabul) harus jelas dengan menyebutkan secara
spesifik pihak-pihak yang berakad.
2) Rukun pembiayaan Murabahah.
(@) Ba’i (penjual).
(b) Musytari (pembeli).
(c) Mabi’ (barang yang diperjual-belikan).
(d) Tsaman (harga barang).
(e) ljab gabul (pernyataan serah terima)*®
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/1VV/2000
Menurut Yusuf Qardhawi fatwa secara syara’ adalah menerangkan hukum
syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari pertanyaan dari seseorang maupun
kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak. Dari segi kekuatan hukum, fatwa
sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidaklah bersifat mengikat, dimana seseorang
yang meminta fatwa (mustafti) baik secara perseorangan maupun lembaga atau
masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.®
Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 menjelaskan tentang murabahah. Adapun
Dewan Syariah Nasional-MUI mengeluarkan fatwa ini atas dasar beberapa

pertimbangan, diantaranya adalah:

*8Zulfiayanda, Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah
(Banyumas: Pena Persada Redaksi, 2020), h. 45.

*Suad Qurrotul Aini, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 43 tahun 2004
terhadap denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya”, (Skripsi Sarjana; Fakutas Syariah dan Hukum: Surabaya, 2019), h.40.
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a. Bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank
berdasarkan pada prinsip jual beli.

b. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan
meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki
fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang
dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya
dengan harga yang lebih sebagai laba.

c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang
Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah.®

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa

43 tahun 2004 tentang ta’widh(Ganti Rugi) memutuskan beberapa point yaitu

diantaranya:*

Pertama, Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah
disepakati kualifikasinya.

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan
pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,

misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

*%Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/VI1/2000 tentang Murabahah.

*!Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/VI11/2000 tentang Murabahah.
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6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan
harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya
yang diperlukan.

7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka
waktu tertentu yang telah disepakati.

8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut,
pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara
prinsip, menjadi milik bank.

Kedua, Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset
kepada bank.

2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu
aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus
menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena
secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus
membuat kontrak jual beli.

4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang
muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank

harus dibayar dari uang muka tersebut.
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6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank,

bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka,

maka:

a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal
membayar sisa harga.

b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal
sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut;
dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi

kekurangannya.

Ketiga, Jaminan dalam Murabahah:

1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan

pesanannya.

2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat

dipegang.

Keempat, Utang dalam Murabahah:

1)

2)

Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak
ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak
ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut
dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan
utangnya kepada bank.

Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia

tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
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3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus
menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. la tidak boleh
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu
diperhitungkan.

Kelima, Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:
1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian
utangnya.
2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu
pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.
Keenam, Bangkrut dalam Murabahah: Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal
menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi
sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.
C. Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalapahaman dalam memberikan pengertian ataupun
makna maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu
agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:
1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti;
mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali

menurut Kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.
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2. Fatwa

Secara etimologis, fatwa berarti, petuah, nasehat dan jawaban atas pertanyaan
yang berkaitan dengan hukum. Dalam terminologi ushul fikih, fatwa dimaknai
sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban
yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengingat.*
Dengan kata lain, fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat yang
dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum.
3. Penerapan

Pengertian Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain,
penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan
adalah mempraktekkan, memasangkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik
secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah
dirumuskan.
4. Hak milik

Pengertian hak milik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
didefinisikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan
leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulatan
sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umun
yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak

menggangu hak-hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan

*?R. Cecep Lukman Yasin, Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritati, (Jakarta:
Serambi [Imu Semesta, 2004 ), h.542.
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akan pencabutan hak demi kepentingan umum berdasar atas ketetntuan undang-
undang dan dengan pembayaran ganti rugi.*
5. Murabahah

Muhammad Syafi’i Antonio menafsirkan bai’al murabahah adalah jual beli
barang pada harga asal dengan tambah keuntungan yang disepakati. Dalam bai’al
murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan
suatu tingkat keuntungan sebagai tambahanya. Misalnya, pedagang eceran membeli
komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000, kemudia ia menambahkan
keuntungan sebesar Rp 750.000. Dan ia menjual kepada kepada pembeli dengan
harga Rp 10.750.000. pada umumnya, sipedagang enceran tidak akan memesan dari
grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati
tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang enceran,
serta besarnya angsuran kalau memang dibayarnya secara angsuran.*
6. Bank Muamalat

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul
Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta, PT Bank
Muamalat Indonesia Tbk selanjutnya disebut “Bank Muamalat Indonesia” atau
“BMI” berdiri dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Dua tahun setelahnya,
tepatnya pada pada 27 Oktober 1994, BMI memperoleh izin sebagai Bank Devisa
setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di

Bursa Efek Indonesia (BEI).Tak sampai di situ, BMI terus berinovasi dengan

*3R. Subekti dan R. Tjitrosudinio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1984), h.166.

**Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Kepraktek , h.101-102.
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mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi
Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan
multifinance syariah (Al-ljarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi
terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan
pada 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e
Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 tersebut memperoleh penghargaan dari
Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi
chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile

banking, ATM, dan cash management.>

**Bank Muamalat Blog. https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat (9 April
2021).
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini
merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan
secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Sedangkan merujuk
pada masalahnya penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu jenis
penelitian yang berupaya mendiskripsikan, mencatat, menganalisis, dan
menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan
mempelajari dokumentasi.®® Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang
bersumber dari Bank Muamalat khususnya pada bagian pembiayaan murabahah.
Selain itu, peneliti melakukan penelitian terhadap Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 4
Tahun 2000 terhadap hak milik dalam akad pembiayaan murabahah, data dari hasil
penelitian tersebut akan berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang
ditemukan di lokasi penelitian dan hasil datanya berupa teori.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah terletak Bank Muamalat KCP Parepare.
Bank Muamalat yang dimaksud merupakan lembaga keuangan Syariah yang
menerapkan system murabahah dalam produk pembiayaan sesuai dengan
kebutuhanpenelitian ini. Sedangkan waktu penelitian ini akan dilakukan selama

kurang lebih 2 bulan lamanya.

**Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Cet VII; Jakarta: Bumi Aksara,
2014), h. 26.
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C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana penerapan hak milik
dalam akad murabahah pada Bank Muamalat KCP Parepare yang mana merupakan
akad yang digunakan dalam beberapa produk pembiayaan dari Bank Muamalat yang
memberikan manfaat serta sebagai pembantu dalam pemenuhan kehidupan
masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis Fatwa Nomor 40
Tahun 2000 tentang akad murabahah terhadap penerapan hak milik dalam akad
pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare.
D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data
primer dan sumber data sekunder.
1. Data Primer

Sumber primer adalah yang memberi informasi langsung kepada pengumpul
data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan interview atau wawancara,
dokumentasi, dan gabungan dari keduanya.” Wawancara dilakukan kepada nasabah
yang pernah melakukan pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare,
pengelola, serta staff dan pegawai Bank Muamalat.
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung melalui media perantara.
Dalam salah satu referensi menyebutkan bahwa sumber data sekunder adalah yang
tidak bisa memberi informasi secara langsung pada pengumpul data seperti lewat

dokumen, orang lain, dan sebagainya.”® Data sekunder yang digunakan dalam

> Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h.211.

8Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif , h.211.
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penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literature maupun pihak lain yang
bersangkutan dengan objek yang diteliti.
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu
mengumpulkan data langsung di lokasi penelitian, yakni di Bank Muamalat KCP
Parepare. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan berbagai metode atau teknik:
1. Observasi

Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek
(benda), atau kejadian-kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaaan atau
komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.** Teknik observasi digunakan
untuk mengetahui kondisi umum di Bank Muamalat KCP Parepare. Pemilihan teknik
observasi dikarenakan peneliti ingin mendapatkan data/informasi yang akurat perihal
objek kajian yang ingin diteliti secara langsung.

2.  Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi dengan berinteraksi secara
langsung antara dua orang yang saling berhadapan, dengan tujuan mendapatkan
informasi mengenai suatu objek.®® Wawancara juga dapat diartikan sebagai proses
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga
dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada dasarnya wawancara
merupakan teknik yang sering digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data
dan/atau informasi dalam suatu penelitian. Dalam hal penelitian ini, penulis

melakukan wawancara terhadap nasabah yang menggunakan produk murabahah di

9 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif , h.211.

°Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 50
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Bank Muamalat KCP Parepare, pengelola serta praktisi yang memiliki kewenangan
dalam penerapan akad murabahah pada suatu produk pembiayaan di Bank Muamalat.
3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam
bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu
berbentuk surat, brosur, surat permohonan, laporan, dan foto.®* Dokumentasi yang
dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan cara menghimpun dokumen-dokumen
berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dan
sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian khususnya yang berkaitan
dengan akad murabahah, pada produk pembiayaan, dan juga tentang Bank Muamalat.
F. Uji keabsahhan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh
peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga
keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data
meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan comfirmability.®
1. Keterpercayaan (Credibility / Validitas Internal) Penelitian

Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang
menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Data adalah
segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid.
Ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah

sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk

®juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.141.

%2 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Parepare: Institut Agama Islam Negeri
Parepare, 2020), h.60.
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menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan
metode interview, observasi dan dokumentasi. Kredibilitas (derajat kepercayaan) data
diperiksa melalui kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Keteralihan (Transferability / Validitas Eksternal)

Transferability pada dasarnyaa merupakan validasi eksternal pada penelitian
kualitatif. Tujuan dari keteralihan ini agar orang lain dapat memahami hasil
penelitian, oleh karena itu agar orang lain dapat memahami penelitian kualitatif
sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hal tersebut, maka peneliti dalam
membuat laporannya harus memberikan uraian yang jelas, sistematis dan dapat
dipercaya. Dengan demikian pembaca mengetahui lebih jelas atas hasil penelitian
yang telah dilakukan serta memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil
tersebut ditempat lain.

3. Kebergantungan (Dependability / Reliabilitas)

Susan Stainbac menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat
konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam penelitian kualitatif akan
menemukan kesulitan untuk mereflikasi pada situasi yang sama karena setting sosial
senantiasa berubah dan berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif
digunakan Kkriteria kebergantungan vyaitu bahwa suatu penelitian merupakan
refresentasi dari rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat ditelusuri jejaknya.
Oleh karena itu uji dependalibilitas adalah uji terhadap data dengan informan sebagai
sumbernya dan teknik yang diambilnya apakah menunjukkan rasionalitas yang tinggi
atau tidak. Jangan sampai ada data tetapi tidak dapat ditelusuri cara mendapatkannya
dan orang yang mengungkapkannya. Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit

keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan dilapangan
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dan datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable. Audit
dilakukan oleh independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas
peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti menentukan masalah,
memasuki lapangan, menetukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji
keabsahan data dan membuat kesimpulan. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak
dapat menunjukkan aktivitas yang dilakukan di lapangan maka dependabilitas
penelitiannya patut diragukan.

4. Kepastian (Confirmability / Objectivitas)

Kepastian atau audit kepastian yaitu bahwa data yang diperoleh dapat dilacak
kebenarannya dan sumber informannya jelas. Komfirmabilitas berhubungan dengan
objektivitas hasil penelitian. Hasil penelitian dikatakan memiliki derajat objektivitas
yang tinggi apabila keberadaan data dapat ditelusuri secara pasti dan penelitian
dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Untuk menjaga
kebenaran dan objektivitas hasil penelitian perlu dilakukan audit trail, yakni
melakukan pemeriksaan guna meyakinkan bahwa hal-hal yang dilaporkan memang
demikian adanya. Konfimabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member check,
triangulasi, pengamatan ulang atau rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian
yang sama dilokasi/tempat kejadian sebagai bentuk konfirmasi.

G. Teknik Analisis Data

Mudjirahardjo menyatakan bahwa analisis data adalah sebuah kegiatan untuk
mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan
mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah

yang ingin dijawab.® Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

®Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian (Yogyakarta: PustakaBaru Pers, 2014), h.34.
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Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai
objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta fakta, sifat-sifat
serta hubungan antar fenomena yang diteliti.*

Metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dari wawancara,
observasi maupun studi dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif.
1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi,
pemfokusan dan pengabstraksian data mentah menjadi data yang bermakna atau yang
lebih jelas serta mudah untuk dipahami.
2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan,
perbandingan atau penjelasan antara kategori yang diteliti. Penggunaan penyajian
data ini akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami berdasar pada data tersebut.®
3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah memberika kesimpulan terhadap

data yang telah disajikan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang

sebelumnya belum jelas hingga menjadi jelas.®

*Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h.63
®*Hendi Suhendi, Analisis Data Kualitatif ( Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h.73-74

*Hendi Suhendi, Analisis Data Kualitatif , h. 74.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Akad Murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare
Pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare merupakan suatu
bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk
membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut
seluruhnya pada waktu jatuh tempo, ditambah keuntungan yang disepakati.
Artinya bank membelikan suatu barang yang diperlukan oleh nasabah, dimana
pembayarannya dilakukan kemudian baik secara tunai atau cicil. Sesuai dengan
hasil wawancara terkait bagaimana penerapan akad murabahah di Bank Muamalat
KCP Parepare dengan Bapak Ilham Salim selaku Sub Branch Opreration Supervision

di Bank Muamalat KCP Parepare mengatakan bahwa:

Pembiayaan murabahah adalah suatu bentuk pembiayaan berupa penyaluran
dana kepada nasabah dengan berdasarkan prinsip jual beli dimana bank
membelikan suatu barang yang di inginkan konsumen dalam hal ini nasabah,
dimana harga penjualan barang tersebut sebelumnya telah disepakati oleh
kedua belah pihak, bank telah menginformasikan terlebih dahulu terkait harga
perolehan ditambah dengan margin (keuntungan yang diperoleh bank) dan
adapun mekanisme pembayarannya dapat dilakukan baik itu secara tunai
maupun angsuran.®’

Menurut Bapak Ilham Salim pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan
diamana pihak bank dengan pihak pembeli (nasabah) harus saling mengetahui terkait
pengadaan barang dan harga jual objek murabahah. Dalam hal ini bank mendapatkan
keuntungan dari hasil penjualan objek murabahah tersebut dalam bentuk margin yang

telah disepakati kedua belah pihak beserta cara pembayarannya.

®|lham Salim, Sub Branch Opreration Supervision Bank Muamalat KCP Parepare,
Wawancara, 27 Juli 2021.
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Bentuk mekanisme pembiayaan atas dasar akad murabahah yakni bank
bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan
nasabah, bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang
telah disepakati kualifikasinya, bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan
penyediaan barang yang dipesan oleh nasabah, dan bank dapat memberikan potongan
dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka. Kemudian hasil
wawancara dari Bapak Abu Ali F. selaku Customer Service Bank Muamalat KCP

Parepare mengatakan bahwa:

Sebenarnya terdapat beberapa macam produk-produk pembiayaan pada bank
Muamalat, diantaranya yakni pembiayaan atas dasar prinsip murabahah,
musyarakah, dan mudarabah. Terkiat dengan pembiayaan yang lebih dominan
diminati oleh nasabah di kota parepare sejauh ini adalah pembiyaan KPR
Muamalat iB dengan menggunakan akad murabahah dalam transaksinya.
Dengan tujuan untuk kepemilikan rumah atau apartemen (indent atau ready
stock), ruko, pembangunan dan renovasi.®®

Menurut Bapak Abu Ali F. bahwasannya, pembiayaan akad murabahah di
Bank Muamalat KCP Parepare lebih dominan dibandingkan pembiayaan lainnya. Hal
tersebut didukung dengan melihat jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan
murabahah ditiap tahunnya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ilham Salim selaku Sub Branch

Opreration Supervision Bank Muamalat KCP Parepare mengatakan bahwa:
Kalau berbicara tentang tujuannya sendiri, pembiayaan murabahah ini
tentunya untuk membantu menyalurkan dana kepada msayarakat guna
memenuhi kebutuhannya dan juga tujuan lainnya adalah untuk memperoleh
margin atau keuntungan. Sedangkan bagi nasabah sendiri, melalui
pembiayaan ini nasabah dapat memproleh barang sesuai dengan
kebutuhannya.®

8 Abu Ali F, Customer Service Bank Muamalat KCP Parepare, Wawancara, 30 Juli 2021.

®Ilham Salim, Sub Branch Opreration Supervision Bank Muamalat KCP Parepare,
Wawancara, 27 Juli 2021.
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Menurut Bapak Ilham Salim, tujuan pembiayaan murabahah bagi bank yakni
sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk
margin. Bagi nasabah merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang
tertentu melalui pembiayaan dari bank dan nasabah dapat mengangsur pembayaran
dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dihubungkan dengan
teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya yang
menyatakan bahwa pembiayaan murabahah penjual harus memberi tahu biaya modal
kepada nasabah. Kontrak/akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang
ditetapkan, kontrak/akad harus bebas dari riba, penjual harus menjelaskan kepada
pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian dan penjual harus
menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeliaan.”® Sedangkan
Pembiayaan murabahah menurut Ahmad Gozali mendefinisikan pengertian
murabahah sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan
nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau
modal kerja lainnya dalam bentuk barang yang dibutuhkan nasabah yang akan
dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli plus margin
keuntungan) pada waktu dan mekanisme pembayaran yang ditetapkan sebelumnya
pada awal. Adapun menurut Ascarya, pembiayaan murabahah adalah penjualan
barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual

berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan

"“Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori dan Praktek, h. 53.
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margin keuntungan yang dimaksudkkan kedalam harga jual barang tersebut,
pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh.™

Berdasarkan hasil wawancara dengan teori yang dikemukakan oleh beberapa
pemikir diatas dengan hasil wawancara dengan pihak bank bahwasanya pembiayaan
murabahah diamana antara pihak bank dengan pihak pembeli (hasabah) harus saling
mengetahui terkait pengadaan barang dan harga jual objek murabahah. Bank dalam
hal ini mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan objek murabahah tersebut dalam
bentuk margin. Sedanghkan terkait dengan cara pembayarannya pembiayaan
murabahah ini dapat dilakukan baik secara tunai maupun angsuran.

Prosedur pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah memiliki tahapan
dalam prosedur pembiayaannya sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ilham
Salim selaku Sub Branch Opreration Supervision Bank Muamalat KCP Parepare

mengatakan bahwa:

Mengenai prosedurnya pertama, nasabah maupun calon nasabah datang ke
bank untuk mengajukan pembiayaan Murabahah, kemudian mengisi
permohonan pembiayaan, selanjutnya melengkapi persyaratan berkas
administrasi yang dibutuhkan. Setelah itu dilakukanlah proses survey, hasil
dari survey dilaporkan ke manager funding, jika disetujui maka dilakukanlah
akad murabahah. Selanjutnya nasabah sudah bisa melakukan pencairan dana
pinjamam. Pembelian barang kemudian dilakukan oleh pihak nasabah (bank
mewakilkan nasabah untuk pembelian barang). Terakhir, nasabah
berkewajiban untuk membayar pinjaman modal kepada pihak bank secara
mengangsur atau tunai selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam
akad.”

Menurut Bapak Ilham Salim, langkah pertama adalah nasabah maupun calon

nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan Murabahah. Kedua, calon

" Ascary, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 81.

"|lham Salim, Sub Branch Opreration Supervision Bank Muamalat KCP Parepare,
Wawancara, 27 Juli 2021.
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nasabah mengisi permohonan pembiayaan. Ketiga, nasabah melengkapi persyaratan
berkas administrasi yang dibutuhkan. Keempat, dilakukanlah proses survey oleh
pihak bank, hasil dari survey dilaporkan ke manager funding untuk mendapatkan
persetujuan. Kelima, apabila manager menyetujui maka dilakukanlah akad
murabahah dengan nasabah dengan menandatangani perjanjian akad murabahah
tersebut. Keenam, pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan bisa melakukan
pencairan dana pinjamam. Ketujuh, pada proses pembelian barang, sesuai yang telah
dijelaskan pada bagian akad diawal bahwa untuk pembelian barang dilakukan oleh
pihak nasabah (bank mewakilkan nasabah untuk pembelian barang). Dan terakhir,
setelah nasabah menerima dana pembiayaan dari pihak bank dan telah melakukan
pembelian atas suatu barang untuk keperluan modal kerja, maka nasabah mempunyai
kewajiban untuk membayar pinjaman modal dan margin (harga beli) kepada pihak
bank secara mengangsur selama jangka waktu yang telah ditentukan di awal akad.
Prosedur pengajuan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah
sebagaimana yang terdapat dalam standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur
hal tersebut mulai dari kelengkapan berkas administrasi sampai kepada penyaluran
dana yang nantinya digunakan oleh nasabah dalam membeli barang yang sesuai
dengan spesifikasi barang yang diinginkan nasabah secara detail data tersebut
diperlukan agar prosedur dalam pembiayaan dapat berjalan baik dan lancar. Hal ini
juga diungkapkan oleh Ibu Sakiah, selaku nasabah pada Bank KCP Muamalat kota

Parepare yang mengatakan:

Benar sekali, bahwasannya pihak bank menjelaskan dengan baik dan jelas
terkait produk yang ada pada bank Muamalat kota Parepare.”

Sedangkan nasabah yang bernama Nirmawati mengatakan:

®sakiah, Nasabah Bank Muamalat KCP Parepare, Wawancara, 3 Agustus 2021.
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Mengenai prosedurnya pihak bank telah menjelasakan secara jelas terkait
pembiayaan yang akan kami ambil, mulai dari persyaratan berkas
administrasinya serta tidak lupa mengenai mekanisme dalam pengajuan
pembiayaannya.™

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh nasabah yang bernama Amirullah

Semua telah dijelaskan oleh pihak bank dengan sangat detail dan mudah
untuk dipahami. Terkhusus dengan perjanjian dalam akadnya telah terlampir
dengan jelas dan detail.”

Adapun persyaratan dalam pengajuan ini diantaranya dengan mengajukan
berkas-berkas seperti form aplikasi asli yang telah diisi dan ditandatangani
dengan lengkap dan benar, usia minimal 21 tahun, foto copy KTP, foto copy
KK, foto copy NPWP, foto copy akta nikah/surat cerai/surat keterangan belum
nikah, pas Foto suami/istri, mengisi surat pernyataan, foto copy SK
pengangkatan, surat keterangan bekerja dari kantor, foto copy rekening
tabungan 6 bulan terakhir, slip gaji 3 bulan terakhir, foto copy bukti
pembayaran SPT, foto copy surat pajak tahunan SPT penghasilan.”

Menurut Bapak Abu Ali F. adapun persyaratan berkas yang harus dilengkapi

oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan murabahah ini sebagai berikut:

1.

© 0 N o g B~ . D

Foto copy KTP / identitas/ pengurus pemohon

Foto copy KK (Kartu keluarga)

Foto copy NPWP

Foto copy akta nikah/surat cerai/surat keterangan belum nikah
Pas foto suami/istri

Mengisi surat pernyataan

Foto copy SK pengangkatan

Surat keterangan bekerja dari kantor,

Foto copy rekening tabungan 6 bulan terakhir

"Nirmawati, Nasabah Bank Muamalat KCP Parepare, Wawancara, 9 Agustus 2021.
">Amirullah, Nasabah Bank Muamalat KCP Parepare, Wawancara, 16 Agustus 2021.

®Abu Ali F, Customer Service Bank Muamalat KCP Parepare, Wawancara, 30 Juli 2021.
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10. Slip gaji 3 bulan terakhir
11. Foto copy bukti pembayaran SPT
12. Foto copy surat pajak tahunan SPT penghasilan

Mengenai penentuan margin keuntungan yang diperolen melalui akad
pembiayaan murabahah dari hasil temuan peneliti penetapan margin tersebut
didasarkan pada ketentuan tim ALCO (Asset Liability Management Committee) pada

bank syariah, sebagaimana ungkapan bapak Ilham Salim yang mengatakan:

Terkait pengambilan keuntungan dalam pembiayaan murabahah, nasabah
yang ingin membeli barang seperti rumah maupun properti, maka kami selaku
pihak bank menyediakan fasilitas tersebut tentunya dengan akad murabahah
yang dapat diangsur setiap bulan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya
antara kami dengan nasabah. Dengan akad jual beli barang dengan
menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang kami
dapatkan, margin keuntungan tersebut merupakan ketentuan dari pusat yang
ditetapkan berdasarkan standar ketentuan yang terdapat dalam ALCO dan
berlaku untuk seluruh Indonesia.”

Penjelasan Bapak Ilham Salim tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan
margin keuntungan ditentukan dalam rapat ALCO bank syariah. Penetapan tersebut
berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO bank syariah, dengan
mempertimbangkan beberapa hal berikut: (1) Direct Competitor’s Market Rate
(DCMR), yakni tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah atau tingkat
margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat
ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank
syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai competitor langsung
terdekat. (2) Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR), yakni tingkat suku bunga

rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank

llham Salim, Sub Branch Opreration Supervision Bank Muamalat KCP Parepare,
Wawancara, 27 Juli 2021.
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konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak
langsung atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam
rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat. (3)
Expected Competitive Return for Investors (ECRI), yakni target bagi hasil kompetitif
yang diharapkan dapat mdiberikan kepada dana pihak ketiga. (4) Acquiring Cost,
yakni biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk
memperoleh dana pihak ketiga. (5) Overhead Cost, yakni biaya yang dikeluarkan oleh
bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak
ketiga.”

Hasil wawancara dengan teori yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan
memperhatikan beberapa hal diantaranya DCMR, ICMR, ECRI plus Acquiring Cost
dan Overhead Cost. Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank syariah
selanjutnya menetapkan harga jual. Harga jual tersebut adalah penjumlahan harga
beli/harga pokok atau harga perolehan bank ditambah dengan margin keuntungan
yang didapatkan, harga tersebut dibayar oleh nasabah kepada bank. Pembayaran
tersebut dapat dilakukan baik secara angsuran/cicilan (tagsith/installment) maupun
secara sekaligus (muajjal/lump sum) pada waktu yang telah ditentukan.

Namun yang menjadi sedikit sorotan dalam penentuan margin tersebut
dimana nasabah sama sekali tidak dilibatkan dalam hal itu, sebagaimana ungkapan

salah satu nasabah pada bank Muamalat kota Parepare yang mengatakan:
Saya mengajukan pembiayaan KPR Muamalat iB pada bank Muamalat
Parepare dengan tujuan kepemilikan rumah, setelah melalui beberapa
proses/tahapan yang pihak bank syaratkan. Adapun terkait penetapan margin
keuntungan bagi pihak bank, kami tidak dilibatkan dalam penentuan tawar

"Badiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2008), h. 280-281.
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menawarnya. Tetapi bank tetap memberitahukan mengenai harga pokok
beserta jumlah keuntungan bank. selanjutnya saya menyetujui akad
pembiayaan tersebut dan mengenai mekanisme pembayarannya saya cicil
setiap bulannya dengan angsuran yang tetap/sama dari awal bulan pertama
saya membayar sampai berakhirnya masa perjanjian pembiayaan saya.’

Pembiayaan KPR Muamalat iB pada bank Muamalat Parepare dengan tujuan
kepemilikan rumah merupakan salah satu bentuk penyaluran pembiayaan dalam akad
murabahah dimana nasabah mengajukan pembiayaan tersebut ke bank Muamalat
dengan tujuan untuk pembelian rumah dengan menyertakan harga pokok ditambah
dengan margin keuntungan dalam akadnya, namun dalam penentuan margin tersebut
sebelumnya telah ditentukan oleh bank Muamalat tanpa keterlibatan nasabah. Tetapi
dalam hal mengenai mekanisme pembayarannya jumlah angsuran yang dibayarakan
oleh pihak nasabah tetap/sama dari awal bulan pertama pembyaran setelah akad
sampai berakhirnya masa perjanjian pembiayaan.

B. Penerapan Hak Milik dalam Akad Murabahah di Bank Muamalat KPC

Parepare
1. Data Program dan Target yang Terlaksana pada Bank Muamalat KCP Parepare
Program Target Target Pendanaan Realisasi
Pembiayaan Market (Rp Miliar) (Rp Miliar)

Pembiayaan iB Perorangan  (pemilik 19.488 4 M
Muamalat Modal Usaha) dan Badan

Kerja Usaha yang memiliki

legalitas di Indonesai.

Tabel data diatas dapat di simpulkan bahwa Bank Muamalat KCP Parepare

memliki program yaitu pembiayaan, yang mana target market atau target pasarnya

"Abdul Samad, Nasabah Bank Muamalat KCP Parepare, Wawancara, 19 Agustus 2021.



52

adalah mayarakat umum. Kemudian target pendanaan untuk program pembiayaan
tersebut adalah Rp19.488 Miliar, ini merupakan pendanaan yang telah ditargetkan
oleh Bank Muamalat Kantor Pusat. Bank Muamalat KCP parepare sebagai kantor
cabang pembantu, membantu untuk memenuhi target agar terealisasi.

Bank Muamalat KCP Parepare dalam memenuhi target yang dibutuhkan, telah
merealisasikan pendanaan dengan jumlah 4 Miliar, untuk program pembiayaan iB
Muamalat modal Kerja. Yang mana Program Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja
ini merupakan produk pembiayan yang akan membantu kebutuhan kerja usaha anda
sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha akan terjamin.

Penetapan target market bank perlu memperhatikan sektor ekonomi yang
memiliki prospek bisnis yang baik sehingga posisi Bank tergolong aman dan
menguntungkan dalam membiayai sektor tersebut. Sebagamaimana hasil wawamcara
dengan bapak Ilham Salim mengatakan:

Sejauh ini sektor-sektor yang banyak dibiayai bank muamalat adalah seperti
sektor perdaganagan, industry pengeloaan, sarana pertanian, dan beberapa
bidang jasa.®

Pendapat bapak Ilham Salim tersebut dapat didukung dengan melihat secara
umum bahwasannya pihak-pihak lembaga keuangan syariah juga membiayai

beberapa sektor ekonomi meliputi:

a) Pertanian, Perburuan & Sarana Pertanian
b) Pertambangan

c) Industri Pengolahan

d) Listrik, Gas & Air

e) Konstruksi

f) Perdagangan, Restoran dan Hotel

g) Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi
h) Jasa-jasa dunia usaha

®|lham Salim, Sub Branch Opreration Supervision Bank Muamalat KCP Parepare,
Wawancara, 27 Juli 2021.
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i) Jasa-jasa sosial / masyarakat
J) Lain-lain
2. Pelaksanaan Penerapan Hak Milik dalam Akad Murabahah pada Bank Muamalat
KCP Parepare
Penerapan pembiayaan pada bank Muamalat dengan sistem murabahah ini
bisa dikatakan merupakan hybrid contract karena di dalamnya menggabungkan dua
akad dalam satu transaksi yakni akad murabahah dan akad wakalah. Hasil wawancara
dengan Bapak Ilham Salim selaku Sub Branch Opreration Supervision Bank

Muamalat KCP Parepare mengatakan bahwa:

Hybrid contract merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu
akad yang mengandung dua akad atau lebih. Namun penggabungan akad yang
ada pada kontrak hybrid harus sesuai dengan aturan yang ada dan tidak
menyalahi aturan syariah.®

Pendapat diatas dapat disumpulkan bahwasannya pembiaayaan murabahah di
Bank Muamalat KCP Parepare menggunakan hybrid contract yang merupakan suatu
pemnggabungan dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah,
wakalah, gardh, muzara’ah, sahraf (penukaran mata uang), syirkah, mudarabah,
sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak
dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahpisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Dalam pembiayaan
dengan akad murabahah dibolehkan dengan cara wakalah sebagaimana Fatwa DSN-
MUI mengatur hal tersebut, hasil wawancara Bapak Abu Alif F. selaku Costumer

Service Bank Muamalat KCP Parepare mengatakan bahwa:

Mengenai pembelian barang dalam pembiayaan murabahah, pihak bank
memberikan kebebasan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang

8|lham Salim, Sub Branch Opreration Supervision Bank Muamalat KCP Parepare,
Wawancara, 27 Juli 2021.
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diinginkan nasabah, karena konsep murabahah membolehkannya sebagaimana
dalam fatwa DSN-MUI. Dimana bank diperbolehkan memberi kuasa melalui
akad wakalah kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank untuk
membeli objek murabahah sesuai dengan spesifikasi, kondisi, serta harga yang
telah disetujui oleh bank, tentunya dengan melampirkan kwitansi dan
dokumen yang berkaitan dengan pembelian barang-barang tersebut.®

Menurut Bapak Abu Alif F. dalam pelaksanaannya pembelian objek
murabahah tersebut dilakukan oleh nasabah itu sendiri atau sebagai wakil dari pihak
bank dengan akad wakalah atau perwakilan. Hal ini dimungkinkan dan tidak
menyalahi syariah Islam karena dalam fatwa No0.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murabahah, sebagai landasan syariah transaksi murabahah paada bagian pertama
angka (9) disebutkan bahwa jika bank bendak mewakilkan kepada nasabah untuk
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah

barang secara prinsip, menjadi milik bank.®

Setelah permohonan nasabah disetujui, jika pihak nasabah ingin membeli
sendiri objek murabahah (misalnya berupa rumah hunian) maka pihak bank
akan memberikan surat kuasa terlebih dahulu dengan menggunankan akad
wakalah (perwakilan) untuk pembelian objek murabahah yang sesuai
keinginan nasabah itu sendiri, selanjutnya pihak bank menyediakan dana
untuk selanjutnya digunakan untuk pembelian rumah ke developer. Nasabah
kemudian membeli rumah tersebut sebagai wakil dari bank kepada developer
atas nama pihak bank. Maka barulah dilakukan akad murabahah dengan
perjanjian bahwasannya nasabah akan membayar rumah tersebut dengan
harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati dalam akad.*

Menurut Bapak Ilham Salim, penggunaan akad wakalah baru dilakukan ketika

pihak nasabah yang ingin mencari atau membeli sendiri objek murabahahnya. Hal

8abu Ali F, Customer Service Bank Muamalat KCP Parepare, Wawancara, 30 Juli 2021.
#ratwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/VI1/2000 tentang Murabahah

#|lham Salim, Sub Branch Opreration Supervision Bank Muamalat KCP Parepare,
Wawancara, 27 Juli 2021.
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tersebut didukung sebagamaina ungkapan Bapak Ahmad selaku nasabah Bank

Muamalat KCP Parepare mengatakan bahwa:
Ya, benar pihak bank mewakilkan pembelian rumah tersebut dengan
memberikan surat kuasa. Karena pembiayaan yang saya ambil adalah
pembiayaan KPR Muamalat IB akad yang saya gunakan waktu itu adalah
akad murabahah. Karena saya ingin mencari dan membeli sendiri rumah yang
sesuai dengan keinginan saya dan keluarga, maka pihak bank menyetujui
dengan memberikan surat kuasa tersebut.®

Bapak Abu Alif F. menambahkan dengan mengatakan:

Lain halnya jika bank tidak mewakilkan pembelian objek murabahahnya,
misalnya saja nasabah tersebut membutuhkan rumah hunian, maka kami pihak
bank terlebih dahulu mencari rumah yang tentunya sesuai dengan Kriteria atau
keinginan nasabah, setelah nasabah menyetujuinya barulah pihak bank
membeli rumah dari penjual/developer untuk kemudian menjual kembali
kepada nasabah sebesar harga beli dari developer ditambah dengan margin
keuntungan yang disepakati dan disetujui bersama. Lebih jelasnya seperti ini,
misalnya saja bank Muamalat mempunyai rumah yang siap dijadikan objek
murabahah dengan harga moda Rp.200 juta, dan kami akan menjual rumah
tersebut dengan harga Rp.230 juta, jadi keuntungan/margin yang kami peroleh
jelas yakni Rp.30 juta.®

Berdasarkan wawancara tersebut yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan
bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di bank Muamalat KCP Parepare
terdapat dua kemungkinan. Pertama jika pihak bank mewakilkan pembelian objek
murabahah tersebut kepada nasabah (dengan alasan nasabah ingin memcari dan
membeli sendiri sesuai dengan keinginannya) maka pihak bank akan memberikan
surat kuasa terlebih dahulu dengan menggunankan akad wakalah (perwakilan)
tentunya dengan melampirkan kwitansi dan dokumen yang berkaitan dengan

pembelian barang-barang tersebut. Kedua, jika bank tidak mewakilkan pembelian

% Ahmad, Nasabah Bank Muamalat KCP Parepare, Wawancara, 20 Agustus 2021.

®Abu ALif F, Sub Branch Opreration Supervision Bank Muamalat KCP Parepare,
Wawancara, 30 Juli 2021.
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objek murabahahnya, maka akad yang dilakuakan antara pihak bank dan nasabah
hanya akad murabahah tanpa melakukan akad wakalah terlebih dahulu. Adapun

terkait kepemilikan objek murabahah, Bapak Ilham Salim menerangkan bahwa:
Kepemilikan oleh bank dianggap sah hanya cukup dengan mewakilkan kuasa
untuk membeli kebutuhan nasabah. Kepemilikan oleh nasabah diakui setelah
bank menyerahkan objek pembiayaan kepada nasabah setelah para pihak
menyepakati kontrak murabahah. Akibat kepemilikan objek pembiayaan oleh
nasabah, selurun hak dan kewajiban atas objek tersebut sepenuhnya
ditanggung nasabah.®

Kemudian, Bapak Abu Alif F. menambahkan:

Mengenai kepemilikan objek pembiayaan sudah berpindah menjadi milik
nasabah setelah akad murabahah dan penandatangan akad/kontrak dilakukan,
dengan melibatkan akta notaris. Setelah nasabah menyelesaikan seluruh
kewajibannya, barulah bank membuatkan slip pelunasan sebagai tanda bukti.
Bank kemudian memberikan setifikat rumah yang telah menjadi hak milik
nasabah sepenuhnya dan membuat pelepasan tanggungan oleh notaris.
Dengan demikian jual beli antara nasabah dan bank dengan menggunakan
akad murabahah ini telah selesai.®®

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh nasabah yang bernama Nirmawati

Ya benar, setelah kami menandatangani kontark dengan keterlibatan notaris
rumah tersebut telah menjadi atas nama saya.*

Sedangkan nasabah yang bernama Anwar mengatakan :

Mungkin lebih tepatnya balik nama yah, itu baru dilakukan setelah saya
menandatangani kontrak akadnya.”

lham Salim, Sub Branch Opreration Supervision Bank Muamalat KCP Parepare,
Wawancara, 27 Juli 2021.

#Abu Ali F, Customer Service Bank Muamalat KCP Parepare, Wawancara, 30 Juli 2021.
¥Nirmawati, Nasabah Bank Muamalat KCP Parepare, Wawancara, 9 Agustus 2021.

*®Ahmad, Nasabah Bank Muamalat KCP Parepare, Wawancara, 20 Agustus 2021.
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3.1 Gambar Perjanjian Akad

Perjanjian akad antara pihak bank dan nasabah diatas merupakan bukti
bahwasanya dalam akad murabahah yang dilakukan di Bank Muamalat KCP Parepare
terjadi pemindahan hak milik dimana hal tersebut sangan jelas tertuangan dalam pasal
6 dan pasal 7.

Sebagai kesimpulan dari wawancara penulis beserta data tersebut, hak milik
dalam pembiayaan murabahah di Bank Muamlat KCP Parepare diamana objek
pembiayaan murabahah secara prinsip merupakan milik bank, objek tersebut harus
memiliki spesipikasi yang jelas, mudah diidentifikasi, memiliki nilai, memiliki bukti
legal kepemilikan (akta milik), dapat diperjualbelikan, serta dapat dipindahkan
kepemilikannya. Nah terkait pemindahan kepemilikan dalam akad murabahah dalam
Bank Muamalat KCP Parepare terjadi setelah akad dan penandatanganan kontrak

anatara bank dan nasabah dengan melibatkan notaris.
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C. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/V1/2000 tentang Akad
Murabahah dalam Penerapan Hak Milik di Bank Muamalat KPC Parepare
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dalam mengumpulkan data
dengan tujuan untuk menyempurnakan penelitian maka dapat dianalisis untuk
mengetahui apakah akad murabahah dalam penerapan hak milik di Bank Muamalat
KCP Parepare sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/V1/2000. Dari
hasil wawancara yang peneliti lakukan ditemukan bahwa aplikasi pembiayaan dengan
akad murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare adalah sebagai berikut:
1. Penetapan Harga Jual dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KCP
Parepare
Pembiayaan murabahah yang dilakukan di Bank Muamalat KCP Parepare
tentunya menggunakan akad murabahah dalam perjajian atau kontraknya, yang mana
didalamnya terdapat penentuan harga jual beserta pengambilan keuntunganya. Di
bank muamalat sendiri pelaksanaan akad murabahah ini bisa dikatakan bebas dari
riba karena jangka waktu pembayaran angsuran tidak berubah/tepat hal tersebut
sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu nasabah Bank Muamalat
KCP Parepare. Stimulasi dari pembayaran angsuran pembiayaan KPR Muamalat 1B,
misalanya saja harga sebuah rumuh hunian tersebut Rp. 200 juta kemudian di tambah
margin keuntungkan yang di ambil bank sebanyak Rp. 31 juta, jadi total harga jual di
tambah margin/keuntungan pihak bank adalah sebanyak Rp. 231 juta maka gambaran

sebagai berikut:



Keterangan

Jumlah Angsuran

Total Pembayaran

Angsuran selama 10 tahun

Rp. 231.000.000 : 120

= Rp. 1.925.000

Rp. 1.925.000 x 120

= Rp. 231.000.000

Angsuran selama 15 tahun

Rp. 231.000.000 : 180

= Rp. 1.289.000

Rp. 1.289.000 x 180

= Rp. 231.000.000

Angsuran selama 20 tahun

Rp. 231.000.000 : 240

= Rp. 962.500

Rp. 962.500 x 240

= Rp. 231.000.000
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Berdasarkan stimulasi diatas dapat disimpulkan bahwa jangka waktu
pembayaran angsuran dalam pembiayaan murabahah di bank muamalat tidak
mempengaruhi total harga barang yang telah disepakati. Ini memubtikan bahwa
praktek pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare tidak mengandung
riba (tambahan yang dipersyaratkan) melaikan hanya berupa total harga jual ditambah
dengan margin/keuntungan. Hal ini tentunya sesuai dengan ketentuang fatwa DSN-
MUI NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah bagian pertama ayat (1)
yang meyebutkan bahwa “Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah
yang bebas riba”.*

2. Pengambilan Keuntungan dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat

KCP Parepare

Terkait tentang pengambilan keuntungan dalam pembiayaan murabahah di
Bank Muamalat KCP Parepare hal ini sedikit menjadi sorotan dalam penentuan
margin tersebut dengan tidak adanya tawar menawar antara bank dengan nasabah

dalam penentuan margin tersebut, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah

'Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/V11/2000 tentang Murabahah.
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satu nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR Muamalat iB. Pembiayaan KPR
Muamalat iB pada Bank Muamalat Parepare merupakan salah satu pembiyaan yang
membantu nasabah untuk memiliki rumah dengan menggunakan akad murabahah
yang tentunya terdapat pengambilan keuntungan didalamnya. Namun, terkait
penentuan keuntungan yang diambil oleh pihak bank sebelumnya telah ditentukan
sendiri oleh pihak bank muamlat tanpa melibatkan nasabah.

Dikarenakan pembiayaan murabahah merupakan bentuk pembiayaan dengan
atas dasar prinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan barang dengan
menyebutkan harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan maka penentuan
suatu tingkat margin keuntungan harusnya dilakukan kedua belah pihak yang
bertransaksi yakni antara penjual dengan pembeli agar mereka dapat saling ridho/rela
sehingga unsur kesepakatanpun dapat terpenuhi dengan baik. Sebaiknya penetapan
harga jual murabahah dapat dilakukan sebagaimana cara Rasulullah saw. ketika
berdagang, dalam menentukan harga penjualan-Nya Rasulullah saw. secara
transparan menjelaskan berapa harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan
untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diingankan. Cara yang
dilakukan oleh Rasulullah ini dapat dipakai sebagai salah satu metode bank syariah
dalam menetukan harga jual produk murabahah.

Pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare
nampaknya terdapat sedikit ketidaksesuain dengan prinsip syariah, yakni tidak
adanya negosiasi atau tawar menawar dalam penentuan margin tersebut, melihat
negosiasi yang berlangsung antara nasabah dan pihak bank tidak benar-benar terjadi,
karena besarnya margin sudah ditetapkan sepihak oleh pihak bank. Hal ini tentunya

bukan persoalnya sederhana karena mengingat pembiayaan murabahah ini merupakan
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pembiayaan dengan prinsip jual beli maka dari itu syarat dan ketentuannya pun harus
sesuai dengan prinsip jual beli dalam islam terkhusus dengan mengacu pada
bagamanai Rasullullah saw melakukan tranksaksi jual beli ketika berdagang. Secara
umum, praktek pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare terkait
tentang margin ini sebenarnya sudah sesuai dengan isi fatwa DSN-MUI NOMOR
4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah bagian pertama ayat (6) yang meyebutkan
bahwa “Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan
harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang
diperlukan”.

Jika hanya di pahami secara sekilas saja, dapat dikatakan bahwasannya
memang benar pihak bank memberitahu secara jujur mengenai harga pokok dengan
margin keuntungan yang bank ambil dari pembiaayan tersebut, hanya saja yang perlu
diperhatikan adalah tidak adanya Kketerlibatan pihak nasabah dalam penentuan
keuntungan yang diambil pihak bank atau lebih jelsanya tidak terjadi tawar menawar
anatara pihak bank selaku penjual dengan pihak nasabah selaku pembeli sebagaimana
tawar menawar yang terjadi pada umumnya dalam jual beli.

3. Penggunaan Akad dalam Pembiayaan Muarabahah di Bank Muamalat KCP

Parepare

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dalam mengumpulkan data
penggunaan pelaksananaan pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare
terdapat dua penggunaan akad yakni akad wakalah dengan akad murabahah.
Penggunaan akad wakalah dalam murabahah bukan serta merta menyalahi aturan

akan tetapi hal tersebut mengungkapakan bahwasannya perbankan telah memiliki
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inovasi dalam pembiayaan yakni teori tentang hybrid contract, dari wawancara
dengan salah satu staf Bank Muamalat KCP Parepare mengatakan hybrid contract
merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung
dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, gardh,
mudarabah, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta
semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahpisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Namun
penggabungan akad yang ada pada kontrak hybrid harus sesuai dengan aturan yang
ada dan tidak menyalahi aturan syariah.

Penerapan pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Parepare dengan sistem
murabahah dapat dikatakan merupakan hybrid contract karena di dalamnya
menggabungkan dua akad dalam satu transaksi yakni akad murabahah dan akad
wakalah. Akan tetapi tidak semua pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Kota
Parepare menggunakan akad wakalah didalamnya, sehingga dari hasil wawancara
yang dilakukan penulis dimana terdapat dua kemungkinan digunakannya akad
wakalah atau tidak dalam pembiayaan murabahah. Kemungkinan pertama, jika dalam
pembelian objek murabahah tersebut dilakukan oleh nasabah itu sendiri atau sebagai
wakil dari pithak bank maka akan dilakukan akad wakalah atau perwakilan terlebih
dahulu. Selanjutnya jika barang tersebut telah dibeli oleh nasabah barulah akad
murabahah dapat dilaksanakan. Akad tersebut dapat dilakukan dengan sebelumnya
bank muamalat memberikan sejumlah uang kepada toko/supplier melalui aliran dana
yang dapat dibuktikan melalui rekening atau kuitansi sebagai tanda bahwa bank telah
membeli objek murabahah tersebut secara prinsip dan menjadi milik bank. Hal ini

dimungkinkan dan tidak menyalahi syariah Islam dan telah sesuai dengan fatwa
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No0.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, sebagai landasan syariah transaksi
murabahah paada bagian pertama pasal (9) disebutkan bahwa “Jika bank bendak
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli
murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank ”.%2
Kemungkinan kedua, jika dalam pembelian objek murabahah tersebut
dilakukan langsung oleh pihak bank itu sendiri, pihak bank terlebih dahulu mencari
barang (objek murabaha) yang tentunya sesuai dengan kriteria atau keinginan
nasabah, setelah nasabah menyetujuinya barulah pihak bank membeli rumah dari
penjual/developer atas nama bank sendiri untuk kemudian dijual kembali kepada
nasabah sebesar harga beli dari developer ditambah dengan margin keuntungan yang
disepakati dan disetujui bersama. Dapat dilihat bahwasannya dalam kasus ini, tidak
ada penggunaan akad wakalah jika pembelian objek murabahah dilakukan secara
langsung oleh pihak bank. Tentu saja hal ini juga tidak menyalahi aturan karena telah
sesuai dengan fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, sebagai landasan
syariah transaksi murabahah paada bagian pertama pasal (4) disebutkan bahwa “Bank
membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini
harus sah dan bebas riba”.*®* Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan pembiayaan akad murabahah pada Bank Muamalat KCP Parepare bebas

riba dan telah sesuai dan fatwa No.04/DSN-MUI/1V/2000.

2Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/VI1/2000 tentang Murabahah.
®Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/V11/2000 tentang Murabahah.
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4. Penerapan Hak Milik dalam Pembiayaan Muarabahah di Bank Muamalat

KCP Parepare

Praktik penenrapan hak milik atas objek kepemilikan dalam pembiayaan
murabahah di Bank Mualamat KCP Parepare diakuai berdasarkan bukti yang sah
secara prinsip dan sesuai dengan prinsip syariah. Sebelumnya pihak bank
memberikan surat kuasa kepada nasabah sebagai wakil bank untuk membeli
kebutuhan nasabah tersebut atau lebih tepatnya bank mengadakan akad wakalah
terlebih dahulu dengan nasabah terkait pembelian objek akadnya. Setelah nasabah
membeli objek murabahah tersebut maka selanjutkan nasabah akan menyerahkan
bukti berupa kuitansi kepada bank. Namun, hal yang perlu dipahami bahwasannya
pada saat pihak bank memberikan surat kuasa untuk pembelian objek murabahah ini
tentunya pembelian objek tersebut atas nama bank muamalat sendiri walaupun pihak
nasabah yang melakukan pembelian objeknya secara langsung.

Pihak bank muamalat akan melaksanakan akad murabahah dengan pihak
nasabah, yaitu akad jual beli objek murabahah tadi yang sebelumnya telah menjadi
milik bank secara prinsip. Karena perlu di garis bawahi bahwasannya kepemilikan
objek murabahah oleh bank dianggap sah hanya cukup dengan mewakilkan kuasa
untuk membeli kebutuhan nasabah dengan penggunaan akad wakalah didalamnya.
Adapun mengenai kepemilikan objek pembiayaan dalam akad murabahah dimana
telah berpindah menjadi milik nasabah setelah akad murabahah dan penandatangan
akad/kontrak dilakukan, dengan melibatkan akta notaris. Setelah nasabah
menyelesaikan seluruh kewajibannya, barulah bank membuatkan slip pelunasan
sebagai tanda bukti. Bank muamalat kemudian memberikan sertifikat rumah yang

telah menjadi hak milik nasabah sepenuhnya dan membuat pelepasan tanggungan
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oleh notaris. Dengan demikian jual beli antara nasabah dan bank muamalat dengan

menggunakan akad murabahah ini telah selesai. Dalam teori hak milik dijelaskan

mengenai dua hal, yakni sebagai berikut:

1. Al-Milk at-tam (milik sempurna), yaitu apabila materi dan manfaat harta itu
dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan
harta itu dibawah penguasannya, milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi
dan tidak boleh digugurkan orang lain, misalnya seseorang memiliki sebuah
rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan ia boleh memanfaatkan
secara habis.

2. Al-Milk an-naqgish (milik yang tidak sempurna) yaitu apabila seseorang hanya
menguasi materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah
yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain. Baik melalui sewa menyewa
maupun pinjaman. Ataupun sebaliknya, seseorang hanya menguasai manfaatnya
saja tetapi tidak menguasi materinya.®

Analisis menurut hak milik, pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah
di Bank Muamalat KCP Parepare, dimana pihak bank telah benar-benar memiliki
objek murabahah tersebut secara prinsip baru kemudian kembali mengadakan akad
murabahah dengan pihak nasabah. Sehingga dapat dikatakan terjadi pemindahan
kepemilikan sebelumnya menjadi milik bank kemudian menjadi milik nasabah. Hal
ini tentunya telah sesuai sebagaimana fatwa No0.04/DSN-MUI/IVV/2000 tentang
murabahah bagian pertama pasal (4) disebutkan bahwa “Bank membeli barang yang

diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas

“Abdul Karim Zaidan, Al-Madkhal Ad-Dirasah As-Syar’iah al-islamiyah (Baghdad:
Makdkhal Al-Qudsi, 1996), h. 225-226.
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riba”. Sebagai kesimpulan berdasarkan teori yang dipaparkan penulis sebelumya,
dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akad murabahah terkait penerapan hak milik di
Bank Muamalat KCP Parepare telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI serta merupakan
Al-Milk at-tam (kepemilikan yang sempurna) karena setelah pelaksanaan akad dan
penandatangan kontrak antara pihak bank dan pihak nasabah maka objek pembiayaan
murabahah tersebut telah menjadi milik nasabah secara sah sehingga seluruh hak dan
pemanfaatan yang terkait dengan objek akad tersebut sepenuhnya menjadi kuasa

nasabah.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan

penulis, maka dapat disimpulkan yaitu :

1.

Pelaksanaan akad murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare
menggunakan sistem hybrid contract yang merupakan penggabungan dua
akad dalam satu transaksi yakni akad murabahah dan akad wakalah.
Penggunaan akad wakalah ini bertujuaan untuk mewakilkan pembelian
objek murabahah karena adanya keinginan dari pihak nasabah untuk
membeli atau mencari sendiri objek murabahahnya. Hal ini tentunya juga
telah sesuai sebagaimana fatwa No0.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murabahah bagian pertama pasal (9) disebutkan bahwa jika bank bendak
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad
jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi
milik bank.

Penerapan hak milik dalam akad murabahah di Bank Muamalat KCP
Parepare dimana objek murabahah tersebut secara prinsip dan telah menjadi
milik bank muamalat barulah kemudian diadakan akad murabahah dengan
pihak nasabah. Sehingga terjadilah pemindahan kepemilikan objek
murabahah yang sebelumnya milik bank kemudian menjadi milik nasabah.
Hal ini tentunya telah sesuai sebagaimana fatwa No.04/DSN-MUI/1V/2000

tentang murabahah. Penerapan hak milik di Bank Muamalat KCP Parepare
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ini dapat dikatakan sebagai Al-Milk at-tam (kepemilikan yang sempurna)
karena setelah pelaksanaan akad dan penandatangan kontrak maka objek
pembiayaan murabahah tersebut telah menjadi milik nasabah secara sah
artinya terjadi pemindahan kepemilikan sehingga seluruh hak dan
pemanfaatan yang terkait dengan objek akad tersebut sepenuhnya menjadi

kuasa pihak nasabah.

B. Saran

1.

Bagi Bank Muamalat KCP Parepare, diharapkan kedepannya lebih
memperhatikan segala ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam
Fatwa-fatwa yang dikeluarkan olen DSN-MUI, terkhususnya terkait tentang
fatwa yang membahas tentang murabahah. Perlunya lebih ditekankan lagi
terkait konsep transparansi/keterbukaan dalam transaksi murabahah dengan
adanya negosiasi atau tawar menawar dalam penentuan margin tersebut.

Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini membawa dampak baik khususnya
pada peneliti itu sendiri, dan mengambil ilmu yang didapatkan selama
penelitian di Bank Muamalat KCP Parepare dan ilmu yang didapatkan dapat
bermanfaat bagi sesama.

Bagi masyarakat sendiri terkhusus bagi umat muslim, sebaiknya tidak
menjadikan kekurangan bank syariah ini sebagai salah satu alasan untuk
tidak menggunakan bank syariah dalam bertransaksi, karena meskipun
bank syariah belum sepenuhnya bisa menerapkan semua Kkegiatan
oprasional nya sesuai dengan syariah, namun suatu saat pasti akan lebih

baik lagi karena semuanya butuh proses.



DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Al Karim

Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofinawati, Audit bank Syariah.
Jakarta: Kencana.

Ananta, Dhody, Rivandi Widjaatmadja dan Cucu Solihah. Akad Pembiayaan
Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik. Malang: Intelegnsia
Media. 20109.

Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah Dari Teori Kepraktek. Jakarta: Gema
Insani Press, 2001.

Ascary. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2012.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama. 2013.

Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Figh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
2010.

Emzir. Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/V1/2000 Tentang Murabahah.
Hakim, Atang Abdul. Figh Perbankan Syariah. Bandung: Refika Aditama. 2011.
Hakim, Cecep Maskanul. Belajar Mudah Ekonomi Islam Catatan Kritis Terhadap
Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Banten : Shuhuf

Media Insani. 2011.

Karim, Adiwarman A. Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan. Jakarta : PT.Raja
Grafindo Persada. 2008.

Lubid, Suhrawardika K. dan Farid Wajdi. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar
Grafika. 2014.

Mardalis. Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Cet VII; Jakarta: Bumi
Aksara. 2014.



Mubaraq, Dinul Fitrah. Analisis Teks Media Sebuah Pengantar Riset Jurnalistik.
Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.

Muhamad. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Mustofa, Imam. Figih Mu’amalah Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
2016.

Nazir Moh. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2005.
Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015

Prabowo, Bagya Agung. Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan
Syariah. Yogyakarta;Ull Press. 2012.

Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.

R. Subekti dan R. Tjitrosudinio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta:
Pradnya Paramita. 1984.

Sabiq,Sayyid. Fikih Sunnah. Bandung: Al-Ma’arif. 1988.

Saeed, Abdullah. Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba Dan
Interpretasi Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Saeed, Abdullah. Bank Islam dan Bunga, Cet I. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
2004.

Saidi, Zaim. Tidak Syar’inya Bank Syariah Di Indonesia Dan Jalan Keluarnya
Menuju Muamalat. Yogyakarta: Delokomotif. 2010.

Soemitro,Andri. Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga
Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
2019.

Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan llustrasi.
Yogyakarta: Ekonisia. 2013.

Suhendi, Hendi. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo. 2002.



Suhrawardi dkk. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafik. 2014.
Sujarweni,Wiratna. Metode Penelitian. Yogyakarta: PustakaBaru Pers. 2014.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya IImiah. Parepare: Institut Agama Islam
Negeri Parepare. 2020.

Yasin,R. Cecep Lukman. Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritati.
Jakarta: Serambi llmu Semesta. 2004.

Zaidan, Abdul Karim. 1996. Al-Madkhal Ad-Dirasah As-Syar’iah al-islamiyah.
Baghdad: Makdkhal Al-Qudsi

Zulfiayanda. Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah.
Banyumas: Pena Persada Redaksi. 2020.

Zulkifli, Sunarto. Panduan Transaksi Bank Syariah. Jakarta: Zikrul Hakil. 2003.

Aini, Suad Qurrotul. 2019. “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 43
tahun 2004 terhadap denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan
Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”. Skripsi Sarjana;
Fakutas Syariah dan Hukum: Surabaya.

Firdaus,Wirda Yuli. 2017. “Analisa Pembiayaan Murabahah Kepemilikan Mobil
Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan”. Skripsi Sarjana; Program
Studi DIl Perbankan Syariah: Medan.

Harnia. 2012. “Analisis Penerapan Sistem Murabahah Pada Pembiayaan Hunian
Syariah Muamalat (Studi Pada Bank Muamalat Makassar)”. Skripsi Sarjana;
Jurusan Ekonomi Islam: Makassar.

Hakim, Lukmanul dan Amelia Anwar, ‘Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan
Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia’, Al-Urban: Jurnal Ekonomi
Syariah dan Filantropi Islam, 1.2 (2017).

Pratama, Alfiathan Adi. 2020. “Tinjauan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap

Produk Oto Ib Hasanah (Studi di Bank BNI Syariah Cilegon)”. Sikripsi
Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.



Wahyu, A. Rio Makkulau. 2017 . “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad
Pembiayaan Murabahah (Studi Bank Muamalat Kota Parepare)” Tesis;
Program Studi Pasca Sarjanah Ekonomi Syariah: Makassar.

Prihantono, ‘Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di Lemabaga
Keuangan Syariah’, Al-Maslahah 14.2, (2018).

Shobirin. ‘Jual Beli Dalam Pandangan Islam’, Bisnis dan Manajemen Islam. 3.2,
(2015).

Yunita, Ani, ‘Problematika Status Kepemilikan Obyek Akad Pembiayaan Murabahah

pada Perbankan Syariah Di Indonesia’ Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 1.2
(2017).

Yusuf, Muhammad. ‘Analisis Penerapana Pembiayaan Murabahah Berdasarkan
Pesanan dan Tanpa Pesanana Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102°, Binus
Business Review, 14. 1, (2013).

Bank Muamalat Blog. https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat
(diakses pada tanggal 9 April 2021).

Quran.kemenag. https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29 (diakses pada tanggal 8 April
2021



G e
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUT

Hatbmasad Mumio Menmd - finlmasbeon Sounmdl of Ubarma

Nebrecariat : Macysd Ivnighed Kamar 12 Tamaa Wosra Kesema Jabans Puser 10719
lllPl'J;l) J4ZUIIL FAX INZL) 1sarnaY

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: DADEN-MULTV. 2000

Temang
MURABAHAH

P e e

Dewan Syeni”sh Nidonal sesclah
Mesimbang : & bahwe musysrakal Bamak memerdeles baotuan penyalures dam
s Besk berdesarkan pads prnsip jual belic
b tmhos delam mesgks monban masyerskal gune sscling-

sumpkan s menmplakon Kesepahieran dan besbagai Kegun,
bunk sysan'sh perlu ssossdiks faulaes musabehal bagi yssy
memer lulassys, yude menjual ety barang dengss menepaskan
hargs belnnya Kepada peridbeli dan pessheh membayansya desgpan
hargs yang ketuh scbagal labal

¢ bahos oleh Ravesa su, DSN memandang perlu menetiples farwa
ten ey Murabahah ustek dijadikan podomes oleh bank syan’sh

Mesginga : L. Fussan Alled QS al-Nise™ (4 29:
s 513 e 153 SR G g L
B L s

“Hal orang yaeg Derimaan! Aargardol Lofias soflug ssewalon
foscuporu bl Aarfo seicmany devpan falun yang denl, decual
dewpan folan permiopaowe vory Borfoly dempon sulorels i

awlarawe ",
2. Firssan Allah QS al-Bagered [2]: 275
R Ty - PR

" Dan Allak relok mevphalofon sl defi dow asen phorambon
nba..."”

3. Firssan Allsh Q5. al-Maidah [5): B
cee A 0 1T 2 G
“Hai arausg vang beriwan” Penuhiloh adod-akad i .~
4. Firssan Allah Q5. al-Bageeah [2): 250:

i Vs .,..o,a 98 iy



™ Mwababah 2

“Dan jida fovang bevatang M) doloms Aesuloraw, mods Serilad
egwuh samar o berfelapasgan ...~
5. Hadc Nabi SAW.

e 3 Joa 3 ) e By, G0 s S e

PP PR P UL R PNIEY s - a (LUt (N - Sy L
(Ol vl domims o

Dart Abu Sa'ld A-Kbudi balinwa Rosulwloh S40° Bersalbda,

“Sewepguivera el Befi M Borus Jdilolulon wlo sono suls ~

{HR. al-Badoeyp den Bou Mayah dan dinila: shahds oleh Bau
Hibban)

6. Hade Nabi nwayal Ibau Magh

Ao :23',;3'3,:: - :’%;i:.;,ﬂr,,;i;.'uj;.;,_,aal

b o ey a2 Y Tl St O A et e
(oot @
"Naly bersobds, ‘Ada uge Aol yasg merpandusg Sevdod. juafl
vl dled  sevavae Mmoo, mugaradiad  (ssudbarabahbl  don
mencunyr Sosluse dougon Jeedenl wead Aaporiaos ruwoh
A, ko aniul dpuatl ~ (HR Beau Majah dars Shuhasb)
7. Hadis Nebw siwayet Termed2i:

(Vg rLU A R R v %r! Sk B e S

= P R P R TR B et el
Ao Ly e P Sk W)

" Perdursaton dopar dilobuwlan £ awors kown mucslinin decnall

Perdusaion yang svapboranakon yourw Aclol st s ghalafdon

o Adraw, don Roum suslioir Aolof deaun Sperad- sy s

meredo Kocual Havar Jong moughorawdan yang Boels' atoo

mung holalion yong daraw ” (HR. Temizs den Ao bin “Aud).
8. Hadis Nebw siayvet aamaah:

"Menusdusnnds  oewdoyaran) paug  diadadon olch orong
Mo adolak sualv Lesoflieran ..~

9. Hadis Neba sieayt Nasa'l, Abu Dewnd Bu Majah, dan Alesad.

2 » M -
ey WO . w:,? '\‘#Q -\b\_’:' :)

Dwun Sraviah Macowal MUY

VI



W Mwabhabah 3

Messperhanican

Mesetaphan

Ferraras

“Monusdo-sunds  esdavaran) ey ddadadon oleh orang
mampy  sunphalafion  barpae drY dau  peraberios  saukcl
Aepadlamya

10 Hadis Nebw siwayet “Abd al-Rarsy darl Zosd bin Asless

4.-!.4,;',.4&,' O w&me}L;'- <
"Rosulw ok S4M° mnnun eatang urbax luoag mada) dalow
Javard By, mmw&m

11, Ijma’ Mayoeites wlama lenlesg kebolehan gpeal beli dengan cama
Mwoahabah (Bou Rusyd Bidovak ol-Marahid gz 2. bal. 161;
Rihat pula ol -Kasess, Sod ' as-5ana ¥, juz 5 Hel 220-222).

12 Kaided fagdy

i o 00 23 TNy Al S

"Foda dusarmia, semuar Sennal ssvarmaalof Bedel ddakudan

Aovenli ods dolif paug menphorasdosnia

Peadapar pescria Rapet Pleso Dewvan Syan’sh Nassomal pada hari
Sebu, tngxal 26 Deulbagjah 1420 Hol Apnd 20000

MEMUTUSKAN
FATWA TENTANG MURABAHAH

Ketenmuan Umum Murabahah dalam Bank Sy ah

I. Bank dus axabah hares ssclik olies akad musshahald yang bebas
riba

> & m yang dperjualbeldes nafak Gbeambkan oleh syanah

3. Bank membiaya scbegien aus seluruh Boarga pembelion Borssg
Yoy delah disepalon Kualsfikasinya.

4. Bank membels barang yuse deerlulan scabah stes seses bank
scolin, dan possbelan son Rirus sah dies bebas mba.

5. Bank hares mesyampaikan semud Bal yesg Berddausen desgan
posbehan, sacaloye o pessbeloan daak ol SOCars utarng.

6. Bank Ressadiss sscjes] burang tersebut Kepads oasabah
(percsen)  dergas  hargs  jual senilan Baega  beli  plus
Aounungaresys Dalun lesan i Baok hares messbeoriashu
secies paur hargs pokok basang kepada nasebed Benbkun buaya
yung dgestukan.

7. Naseheh membayar harps Barssg yosg telah disepakan teesebul
pode unuks wakiu tatemu yang weled disepakats

. Unntmmc’nhwgdm)npuyd‘gmmmum‘m
terscbat, pilak Bosmk dupal mengedakan perjanjues Khusus
dicsgas nasabel

Dasaan Syavach Massosud MUT

Vil



0§ Mwadabah 4

Keakw

Keorapar

9. J&a bank henduk mewslilies Roepads nasabeh untuk sseomideli
Borasy darn peluk ketigs sled gual beli mushalah Basus
dibaloak e setclah baresy, secore pretae, menjud mibk baok.

Ketentuan Merabahuh kepads Nasabah:

L. Nasabed msscrmppapkes pormodonan dan jeesyt pemdelan susiu
Busriety At ot Ropada bank.

2. JFia bunk ssesouns pormobooan esebul, i hares ssembell
serdeluh daleds et yang depcansye socara  ssh  desgan
Polupeg

3. Bank kessudian menawarkies met lorsebun kepada nasabah dan
sacabah hans menes ton { s mbeli)-rye scokn denges jang yietg
seloh  disepekotesys, kKirena socars  helum  janjl  ersebul
ek, Konudian kodes belah pilak Barus messbuar Kostrak
el Beli

4. Dalam pesl Beli =a bank ddolchian meminia masabah wsuk
escinbeyer Gang Muke se sscranfaungam kecpalaan awal
posscsanan.

5. Jika nasobel Kessudiss sacnclek seembell basang lessebur, biaya
wiil bank Basus didayer dars weetg mulke tersebar

&Mnmlnmqwlumulm’nymgm
durguune olch bank, bank dupet secsmeta Reorbali sca
Rorugunma kepada nasobud

7. Fika useg sseks memaba kostrak ‘arfen scbagal altesnand deel
Bty ks, sealks
4 pke secabah menuedkees eniuk membeli barang ierscbar, =

Gogeal seermba voe sis hacos.

B ke sesabah betal ssesabeli, Gang muka mesyads milik bank
muaksimal scbesar kerugian yang dturgguess olch bank
siibar posbetales terscdar dun jika uang muks tdak
mencukuge, nasebad wajib melunes) Kelssanganoye.

Jimtta st dalocs Mursbalah:

. Jamires dlun mwrebedal dibolehlan, agar nasebed sorius
detgas pesanienya.

2. Bank dapar meminia nesabah enuk mesyeduakon jaminan yusg
depal dpegung,

Unang deam Murabahah:

I. Saum prsse. penyelesann wlesg masabah daless oaceaksi
evsrabahah Udak ada kKumresws dengan essele Lin yeesp
dhaloek et nasebad Scspan plluk ketips ates barsesg tesscbul. Jika
sacabah sscopaal Kembali burssy lerschun desgan Leundesgpan
sy Kerugian, = selp boerkewapban wsuk ssesyelesaikan
wlargnya Kepoda bank.

2. Jia nasebed menjual Bardesg terscdul scbeluss mise angsaran
Beralhir, s duk waph sepera melunas selumnsh angsesannya.

Dvsan Sravioh Nagosad ARLY

VIl



W Mwabubah S

3. Fia penpaalan baseesg Merschut sscoyebabioan keregian, masabah
wclop Barus mesyelcaillan ulasgrys sesun kesepakiates awal.
Lduk Bolck memperlaunbal pembayarnan anesunes MU SSciiuila
Rerugmn sty diperlunsgkan,
Keflionr :  Pesundaan Pesshayaran dalam Masabahah:
L. Nasebed yang menuldn Kemesspuan nduk dibenarkan mesunda
posycicaan ulangsys
2. JFia secabah ssersndi-asunda pembayesres dengan sesgaa, alau
pha salah s piuk ndak menumaikan Kewajibannye, ssaka
pesyeicalannye dGlabukan melads Boeles Asbirasi Syanah
sciclad ndak tercapa)l kesepaliatees mckilui musyawarsd
Keanaee : Besghou dalam Musabalioh
Jika rcsabah wclah Eoysiskes pailit dan gagal ssesyvelesaiban
ungme bank harus menunds treihan Slons sesoa: @ mengadi
sasgyup kembali, ates berdusarios Kescpalialan.

Dactsgdan di @ Jalkena
Tangzal 26 Deullupel 1220 Bf
1 Apeal 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELLS ULAMA INDONESIA

!’nfﬁ:..:\l Yafle

Devan Sravaah Nadowal MUY



PA

JI. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
ain g p. (0421)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

{3

REPARE

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ANDI ASRUNI

NIM : 17.2300.106

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI PERBANKAN SYARIAH

JUDUL . ANALISI FATWA DSN MUl NOMOR: 4/DSN-

MUI/IVV/2000 TENTANG AKAD MURABAHAH
DALAM PENERAPAN HAK MILIK (Studi Pada
Bank Muamalat KCP Parepare)

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan |
a. Produk pembiayaan apakah yang paling dominan diminati oleh nasabah?
b. Apakah tujuan pembiayaan murabahah tersebut?
c. Bagaimana prosedur pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di bank
Muamalat KCP Parepare?
d. Mengenai persyaratan berkas adminstrasinya, biasa disebutkan berkas apa saja
yang dimaksud?
e. Apakah dalam pembiayaan tersebut terdapat persedian asset murabahah?
f.  Bagaimana penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah?
g. Pada saat pembiayaan murabahah, apakah pihak bank mewakilkan pembelian
barang? Bagaimana bentuk pemberian kuasanya?
h. Bagaimana konsep kepemilikan barang dalam akad? Apakah terjadi
pemindahan kepemilikan didalamnya?
Pertanyaan Il

X



a. Apakah Bapak/lbu pernah mengajukan pembiayaan pada bank Muamalat
KCP Parepare ?

b. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah yang Bapak/lbu ambil?
Apakah pihak bank menjelaskan secara baik pembiayaan yang Bapak/Ibu
ambil?

c. Apakah pihak bank meminta barang jaminan dalam pembiayaan ini?

d. Dalam hal penetapan margin keuntungan apakah Bapak/lbu dilibatkan dan
setuju dengan hal tersebut ? apakah margin tersebut bersifat tetap sampai
akhir periode akad ?

e. Menurut Bapak/Ibu mekanisme keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah
adalah objektif, riil, dan wajar ?

f. Apakah pihak bank mewakilkan pembelian objek murabahah?

g. Apakah bank memindahkan hak kepemilikan objek murabahah setelah akad?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuali
judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk

digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 22 Juni 2021
Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

mirah, S.E., M.M)
NIP. 19760604 200604 2 001
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TRANSKRIP WAWANCARA

Nama > Ilham Salim
Hari/Tanggal : Senin, 27 Juli 2021
Jabatan : Sub Branch Opreration Supervision
Lokasi : Bank Muamalat KCP Parepare
1. P:Produk pembiayaan apakah yang paling dominan diminati oleh nasabah?

J: Sebenarnya terdapat beberapa macam produk-produk pembiayaan pada
bank Muamalat, diantaranya yakni pembiayaan atas dasar prinsip
murabahah, musyarakah, dan mudarabah. Adapun terkait yang diminati
bias dibilang semua produk di bank muamalat sesuai dengan kebutuhan
masyarakat kota parepare, pun yang paling banyak melakukan pengajuan
yaitu pembiayaan KPR Muamalat iB.

P: Apakah tujuan pembiayaan murabahah tersebut?

J: Kalau berbicara tentang tujuannya sendiri, pembiayaan murabahah ini
tentunya untuk membantu menyalurkan dana kepada msayarakat guna
memenuhi kebutuhannya dan juga tujuan lainnya adalah untuk memperoleh
margin atau keuntungan. Sedangkan bagi nasabah sendiri, melalui
pembiayaan ini nasabah dapat memproleh barang sesuai dengan
kebutuhannya.

P: Bagaimana prosedur pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di bank
Muamalat KCP Parepare?
J: Mengenai prosedurnya pertama, nasabah maupun calon nasabah datang ke
bank untuk mengajukan pembiayaan Murabahah, kemudian mengisi
permohonan pembiayaan, selanjutnya melengkapi persyaratan berkas
administrasi yang dibutuhkan. Setelah itu dilakukanlah proses survey, hasil
dari survey dilaporkan ke manager funding, jika disetujui maka dilakukanlah
akad murabahah. Selanjutnya nasabah sudah bisa melakukan pencairan dana
pinjamam. Pembelian barang kemudian dilakukan oleh pihak nasabah (bank
mewakilkan nasabah untuk pembelian barang). Terakhir, nasabah
berkewajiban untuk membayar pinjaman modal kepada pihak bank secara
mengangsur atau tunai selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam
akad.

P: Mengenai persyaratan berkas adminstrasinya, biasa disebutkan berkas apa

saja yang dimaksud?

J: Berkas yang dimaksud tentunya berkas seperti KTP, KK, NPWP, slip gaji

dan masi ada bebebrapa berkas lainnya.

P: Apakah dalam pembiayaan tersebut terdapat persedian asset murabahah?
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J: Sejauh ini belum pernah ada persediaan asset untuk pembiayaan murabahah
karena melihat permintaan pihak nasabah berbeda-beda.

P: Bagaimana penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah?
J: Terkait pengambilan keuntungan dalam pembiayaan murabahah, nasabah
yang ingin membeli barang seperti rumah maupun properti, maka kami selaku
pihak bank menyediakan fasilitas tersebut tentunya dengan akad murabahah
yang dapat diangsur setiap bulan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya
antara kami dengan nasabah. Dengan akad jual beli barang dengan
menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang kami
dapatkan, margin keuntungan tersebut merupakan ketentuan dari pusat yang
ditetapkan berdasarkan standar ketentuan yang terdapat dalam ALCO dan
berlaku untuk seluruh Indonesia.

P: Pada saat pembiayaan murabahah, apakah pihak bank mewakilkan
pembelian barang? Bagaimana bentuk pemberian kuasanya?

J: Setelah permohonan nasabah disetujui, jika pihak nasabah ingin membeli
sendiri objek murabahah (misalnya berupa rumah hunian) maka pihak bank
akan memberikan surat kuasa terlebih dahulu dengan menggunankan akad
wakalah (perwakilan) untuk pembelian objek murabahah yang sesuai
keinginan nasabah itu sendiri, selanjutnya pihak bank menyediakan dana
untuk selanjutnya digunakan untuk pembelian rumah ke developer. Nasabah
kemudian membeli rumah tersebut sebagai wakil dari bank kepada developer
atas nama bank sendiri. Maka barulah dilakukan akad murabahah dengan
perjanjian bahwasannya nasabah akan membayar rumah tersebut dengan
harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati dalam akad.

P: Bagaimana konsep kepemilikan barang dalam akad? Apakah terjadi
pemindahan kepemilikan didalamnya?

J: Konsep kepemilikan oleh bank dalam akad murabahah bisa diakuai
berdasarkan bukti yang sah secara prinsip dan sesuai dengan prinsip syariah.
Kepemilikan oleh bank dianggap sah hanya cukup dengan mewakilkan kuasa
untuk membeli kebutuhan nasabah. Kepemilikan oleh nasabah diakui setelah
bank menyerahkan objek pembiayaan kepada nasabah setelah para pihak
menyepakati kontrak murabahah. Akibat kepemilikan objek pembiayaan oleh
nasabah, seluruh hak dan kewajiban atas objek tersebut sepenuhnya
ditanggung nasabah.
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Nama : Abu Alif F.

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Juli 2021
Jabatan : Customer Service
Lokasi : Bank Muamalat KCP Parepare

1. P:Produk pembiayaan apakah yang paling dominan diminati oleh nasabah?
J: Terkiat dengan pembiayaan yang lebih dominan diminati oleh nasabah di kota
parepare sejauh ini adalah pembiyaan KPR Muamalat iB dengan menggunakan
akad murabahah dalam transaksinya. Dengan tujuan untuk kepemilikan rumah
atau apartemen (indent atau ready stock), ruko, pembangunan dan renovasi.

2. P: Apakah tujuan pembiayaan murabahah tersebut?
J: Kalau tujuannya sendiri tidak lain tidak bukan adalah untuk membantu
masyarakat ataupun nasabah untuk memunuhi kebutuhan guna mencapai
kesejahtraan dan juga tentunya untuk memperoleh keuntungan.

3. P: Bagaimana prosedur pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di bank
Muamalat KCP Parepare?
J: Mengenai prosudernya hal tersebut telah kami jelaskan secara detail dan
sangat jelas kepada nasabah sebelum permohonan pembiaanya disetujui.

4. P: Mengenai persyaratan berkas adminstrasinya, biasa disebutkan berkas apa
saja yang dimaksud?
J: Adapun persyaratan dalam pengajuan ini diantaranya dengan mengajukan
berkas-berkas seperti form aplikasi asli yang telah diisi dan ditandatangani
dengan lengkap dan benar, usia minimal 21 tahun, foto copy KTP, foto copy
KK, foto copy NPWP, foto copy akta nikah/surat cerai/surat keterangan belum
nikah, pas Foto suami/istri, mengisi surat pernyataan, foto copy SK
pengangkatan, surat keterangan bekerja dari kantor, foto copy rekening
tabungan 6 bulan terakhir, slip gaji 3 bulan terakhir, foto copy bukti
pembayaran SPT, foto copy surat pajak tahunan SPT penghasilan.

5. P: Apakah dalam pembiayaan tersebut terdapat persedian asset murabahah?
J: Kalau untuk pembiayaan murabahah belum pernah ada persediaan asetnya.

6. P: Bagaimana penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah?
J: Oh, kalau penetapan margin sendiri itu sesuai dengan standar umum
berdasarkan standar ketentuan yang terdapat dalam ALCO dan berlaku untuk
seluruh bank indonesia.

7. P: Pada saat pembiayaan murabahah, apakah pihak bank mewakilkan
pembelian barang? Bagaimana bentuk pemberian kuasanya?
J: Lain halnya jika bank tidak mewakilkan pembelian objek murabahahnya,
misalnya saja nasabah tersebut membutuhkan rumah hunian, maka kami pihak
bank terlebih dahulu mencari rumah yang tentunya sesuai dengan kriteria atau
keinginan nasabah, setelah nasabah menyetujuinya barulah pihak bank membeli
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rumah dari penjual/developer untuk kemudian menjual kembali kepada nasabah
sebesar harga beli dari developer ditambah dengan margin keuntungan yang
disepakati dan disetujui bersama. Lebih jelasnya seperti ini, misalnya saja bank
Muamalat mempunyai rumah yang siap dijadikan objek murabahah dengan
harga moda Rp.200 juta, dan kami akan menjual rumah tersebut dengan harga
Rp.230 juta, jadi keuntungan/margin yang kami peroleh jelas yakni Rp.30 juta.

. P: Bagaimana konsep kepemilikan barang dalam akad? Apakah terjadi
pemindahan kepemilikan didalamnya?

J: Mengenai kepemilikan objek pembiayaan sudah berpindah menjadi milik
nasabah setelah akad murabahah dan penandatangan akad/kontrak dilakukan,
dengan melibatkan akta notaris. Setelah nasabah menyelesaikan seluruh
kewajibannya, barulah bank membuatkan slip pelunasan sebagai tanda bukti.
Bank kemudian memberikan setifikat rumah yang telah menjadi hak milik
nasabah sepenuhnya dan membuat pelepasan tanggungan oleh notaris. Dengan
demikian jual beli antara nasabah dan bank dengan menggunakan akad
murabahah ini telah selesai.
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Nama : Sakiah
Hari/Tanggal : Selasa, 3 Agustus 2021
Lokasi : Bank Muamalat KCP Parepare
1. P: Apakah Bapak/lbu pernah mengajukan pembiayaan pada bank Muamalat

KCP Parepare ?

J: Ya pernah.

P: Apakah pihak bank menjelaskan secara baik pembiayaan yang Bapak/Ibu
ambil?

J: Benar sekali, bahwasannya pihak bank menjelaskan dengan baik dan jelas
terkait produk yang ada pada bank Muamalat kota Parepare.

P: Dalam hal penetapan margin keuntungan apakah Bapak/lbu dilibatkan dan
setuju dengan hal tersebut ? apakah margin tersebut bersifat tetap sampai
akhir periode akad?

J: Terkait keutungan yang diperoleh pihak bank tentunya saya menyetuji hal
itu, persoalan apakah pembayaran saya tetap hingga akhir priode akad, bisa
saya katakan tetap sama yah karna yang saya juga bayarkan tiap bulnn
jumlahnya sama saja tidak ada perubahan.

P: Menurut Bapak/lbu mekanisme keuntungan yang diperoleh oleh bank
syariah adalah objektif, riil, dan wajar ?

J: Sangat wajar sih menurut saya karena sejauh ini tidak ada lembaga keungan
yang mau memberikan pinjaman tanpa adanya keuntungan.

P: Apakah pihak bank mewakilkan pembelian objek murabahah?

J: lya, hal itu didisertai dengan surat kuasa yang diberikan kepada saya
sebagai wakil pihak bank untuk membeli objek murabahah ini.

P: Apakah bank memindahkan hak kepemilikan objek murabahah setelah
akad?

J: lya, bank memindahkan kemilikan atas objek tersebut dari yang awalnya
atas nama bank menjadi atas nama saya pribadi.
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Nama : Nirmawati
Hari/Tanggal : Senin, 9 Agustus 2021
Lokasi : Bank Muamalat KCP Parepare
1. P: Apakah Bapak/lbu pernah mengajukan pembiayaan pada bank Muamalat

KCP Parepare ?

J: lya pernah.

P: Apakah pihak bank menjelaskan secara baik pembiayaan yang Bapak/lbu
ambil?

J: Mengenai prosedurnya pihak bank telah menjelasakan secara jelas terkait
pembiayaan yang akan kami ambil, mulai dari persyaratan berkas
administrasinya serta tidak lupa mengenai mekanisme dalam pengajuan
pembiayaannya

P: Dalam hal penetapan margin keuntungan apakah Bapak/lbu dilibatkan dan
setuju dengan hal tersebut ? apakah margin tersebut bersifat tetap sampai
akhir periode akad?

J: Tidak ada perubahaan persoalan margin, karena pembayaran saya tetap saya
hingga akhir priode.

P: Menurut Bapak/lbu mekanisme keuntungan yang diperoleh oleh bank
syariah adalah objektif, riil, dan wajar ?

J: Yah bisa dibilang wajar lah.

P: Apakah pihak bank mewakilkan pembelian objek murabahah?

J: Tidak, karena saya meminta bank sendiri yang melakukan pembelian objek
murabahanya.

P: Apakah bank memindahkan hak kepemilikan objek murabahah setelah
akad?

J: Ya benar, setelah kami menandatangani kontark dengan keterlibatan notaris
rumah tersebut telah menjadi atas nama saya, bukan lagi atas nama bank.
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Nama : Amirullah
Hari/Tanggal : Senin, 16 Agustus 2021
Lokasi : Bank Muamalat KCP Parepare
1. P: Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan pembiayaan pada bank Muamalat

KCP Parepare ?

J: Ya benar.

P: Apakah pihak bank menjelaskan secara baik pembiayaan yang Bapak/Ibu
ambil?

J: Semua telah dijelaskan oleh pihak bank dengan sangat detail dan mudah
untuk dipahami. Terkhusus dengan perjanjian dalam akadnya telah terlampir
dengan jelas dan detail.

P: Dalam hal penetapan margin keuntungan apakah Bapak/lbu dilibatkan dan
setuju dengan hal tersebut ? apakah margin tersebut bersifat tetap sampai
akhir periode akad?

J: Benar, tetap sama hingga akhir dan tidak ada perubahan.

P:Menurut Bapak/Ibu mekanisme keuntungan yang diperoleh oleh bank
syariah adalah objektif, riil, dan wajar ?

J: Rill sih dan sangat wajar karena pastinya bank juga butuh yang namanya
keuntungan.

P: Apakah pihak bank mewakilkan pembelian objek murabahah?

J: Ya, pihak bank mewakilkan kepada saya untuk membeli langsung objek
murabahahnya

Apakah bank memindahkan hak kepemilikan objek murabahah setelah akad?
J: Benar, terjadi pemindahan kepemilikan dari atas nama bank menjadi atas
nama saya.
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Nama : Abdul Samad
Hari/Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021
Lokasi : Bank Muamalat KCP Parepare
1. P: Apakah Bapak/lbu pernah mengajukan pembiayaan pada bank Muamalat

KCP Parepare ?

J: Ya benar.

Apakah pihak bank menjelaskan secara baik pembiayaan yang Bapak/Ibu
ambil?

J: Ya, pihak bank menjelaskan dengan sangat baik terkait pembiayaan yang
saya ambil.

P: Dalam hal penetapan margin keuntungan apakah Bapak/lbu dilibatkan dan
setuju dengan hal tersebut ? apakah margin tersebut bersifat tetap sampai
akhir periode akad?

J: Saya mengajukan pembiayaan KPR Muamalat iB pada bank Muamalat
Parepare dengan tujuan kepemilikan rumah, setelah melalui beberapa
proses/tahapan yang pihak bank syaratkan. Adapun terkait penetapan margin
keuntungan bagi pihak bank, kami tidak dilibatkan dalam penentuan tawar
menawarnya. Tetapi bank tetap memberitahukan mengenai harga pokok
beserta jumlah keuntungan bank. selanjutnya saya menyetujui akad
pembiayaan tersebut dan mengenai mekanisme pembayarannya saya cicil
setiap bulannya dengan angsuran yang tetap/sama dari awal bulan pertama
saya membayar sampai berakhirnya masa perjanjian pembiayaan saya.

P: Menurut Bapak/lbu mekanisme keuntungan yang diperoleh oleh bank
syariah adalah objektif, riil, dan wajar ?

J: Bisa saya bilang cukup wajar.

P: Apakah pihak bank mewakilkan pembelian objek murabahah?

J: Kalau soal itu, saya menyerahkan semuanya ke bank.

P: Apakah bank memindahkan hak kepemilikan objek murabahah setelah
akad?

J: Setelah penandatangan akad, juga terjadi pemindahan kepemilikan objek
murabahah menjadi atas nama saya.
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Nama : Ahmad
Hari/Tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021
Lokasi : Bank Muamalat KCP Parepare
1. P: Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan pembiayaan pada bank Muamalat

KCP Parepare ?

J: Ya benar.

Apakah pihak bank menjelaskan secara baik pembiayaan yang Bapak/Ibu
ambil?

J: Kalau soal itu, Alhamdulillah pihak bank telah menjelaskannya dengan
sangat baik.

P: Dalam hal penetapan margin keuntungan apakah Bapak/Ibu dilibatkan dan
setuju dengan hal tersebut ? apakah margin tersebut bersifat tetap sampai
akhir periode akad?

J: Persoalan margin keuntungan pihak bank saya setuju-setuju saja.

P: Menurut Bapak/Ibu mekanisme keuntungan yang diperoleh oleh bank
syariah adalah objektif, riil, dan wajar ?

J: Berbicara soal keuntungan saya rasa wajar saja karena bank juga tentunya
membutuhkan keuntungan untuk terus tetap menjalankan kegiatan
oprasionalnya.

P: Apakah pihak bank mewakilkan pembelian objek murabahah?

J: Ya, benar pihak bank mewakilkan pembelian rumah tersebut dengan
memberikan surat kuasa. Karena pembiayaan yang saya ambil adalah
pembiayaan KPR Muamalat IB akad yang saya gunakan waktu itu adalah
akad murabahah. Karena saya ingin mencari dan membeli sendiri rumah yang
sesuai dengan keinginan saya dan keluarga, maka pihak bank menyetujui
dengan memberikan surat kuasa tersebut.

P: Apakah bank memindahkan hak kepemilikan objek murabahah setelah
akad?

J: Betul sekali, setelah hak rumah itu telah menjadi atas nama saya.
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama A A '%-qv‘m“a‘l
Alamat : a;_!«u.wmf
Jabatan . .

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada Saudari
Andi Asruni yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis Fatwa
DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah dalam
Penerapan Hak Milik (Studi pada Bank Muamalat KCP Parepare)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

XXI



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama [hham Satim
Alamat : PNMNQ\
Jabatan - fub Branch Gpm'ncn Superyason

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada Saudari
Andi Asruni yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis Fatwa
DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah dalam
Penerapan Hak Milik (Studi pada Bank Muamalat KCP Parepare)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Parepare, \,\j/
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - SAKlaU . T

Umur : 35 THN

Agama i (S Y\ ¥

Pekerjaan D KATYAWAN  SWASTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada Saudari

Andi Asruni yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis Fatwa
DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah dalam
Penerapan Hak Milik (Studi pada Bank Muamalat KCP Parepare)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Parepare,

W

—Aihfammalat

XX



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama M AWAT
Umur 21 Takhun
Agama . Qam
Pekerjaan . Pedagang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada Saudari
Andi Asruni yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis Fatwa
DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah dalam
Penerapan Hak Milik (Studi pada Bank Muamalat KCP Parepare)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Parepare,
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - AMIEULLAR
Umur DR} 1AW
Agama L ISLAM
Pekerjaan C WUVRASWASTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada Saudari
Andi Asruni yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis Fatwa
DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah dalam
Penerapan Hak Milik (Studi pada Bank Muamalat KCP Parepare)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Parepare,
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Mawiad
Umur :3S Talhwm
Agama : LSLOW

Pekerjaan ; ?W Ko,

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada Saudari
Andi Asruni yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis Fatwa
DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah dalam
Penerapan Hak Milik (Studi pada Bank Muamalat KCP Parepare)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Parepare,
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . A PJul  Sa MQJ
Umur 46 tahyh

Agama : I$Lam '

Pekerjaan :PQQaWaI Swalka

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada Saudari

Andi Asruni yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis Fatwa
DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah dalam
Penerapan Hak Milik (Studi pada Bank Muamalat KCP Parepare)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

S
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Bank Muamalat
Parepare, 25 Agustus 2021
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SURAT KETERANGAN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kami, atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu

Parepare yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 3 Kota Parepare dengan
ini menerangkan bahwa :

Nama : ANDI ASRUNI

Asal Universitas - INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NIM :17.2300.106

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jurusan : PERBANKAN SYARIAH

Adalah benar telah melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP
Parepare sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 25 Agustus 2021 dengan tema
penelitian “Analisis Fatwa DSN-MUI NOMOR: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad

Murabahah dalam Penerapan Hak Milik (Studi pada Bank Muamalat KCP
Parepare)".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
KANTOR CABANG PEMBANTU PAREPARE

PEMBANTU PRRE-PARE

Abu Al F
Staff
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